
 

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO  

Salinan 
PERATURAN BUPATI BOJONEGORO 

NOMOR   5  TAHUN  2009 
 

TENTANG 
 

TUGAS POKOK DAN FUNGSI 
INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN 

LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO 
 

BUPATI   BOJONEGORO, 
 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan dan menindaklanjuti ketentuan dalam 

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi 
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dan 
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro  

 
Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II di 
lingkungan Propinsi Jawa Timur (diundangkan pada tanggal 8 
Agustus 1950) ; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 
78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ; 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3890) ; 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 
2004 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Nomor 4389) ; 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor  4844) ; 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4438) ; 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4593) ; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ; 

10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang 
Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang 
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang 
Berita Daerah dan Lembaran Daerah ; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang 
Petunjuk Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja 
inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang 
Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang 
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan 
Terpadu di Daerah ; 

18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro ; 

19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro ; 

 
 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI 
INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 
DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN 
BOJONEGORO 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

a. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

c. Bupati adalah Bupati Bojonegoro. 

d. Peraturan Bupati adalah Peraturan perundang-undangan yang 
dibentuk oleh Bupati Bojonegoro. 

e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah 
yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD, 
dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

f. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah 
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 
dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

g. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang 
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

h. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari 
Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan 
Kelurahan.  

i. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Bojonegoro. 

j. Inspektorat adalah Unsur Pengawas penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro. 

k. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Unsur 
Perencana Pemerintah Daerah. 

l. Lembaga Teknis Daerah adalah Unsur Pendukung Pemerintahan 
Daerah. 

m. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural. 

n. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada 
badan ; 
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o. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, 
tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri 
Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian 
dan atau keterampilan untuk mencapai tujuan Organisasi. 

p. Pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah 
upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan/ atau Gubernur selaku 
Wakil Pemerintah di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan 
penyelenggaraan otonomi daerah. 

q. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah 
proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar 
Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai 
dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
 

BAB II 
TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

 
Bagian pertama 
INSPEKTORAT 

 
Pasal 2 

(1) Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab 
langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat 
pembinaan dari Sekretaris Daerah. 

(2) Inspektur mempunyai tugas memimpin inspektorat dalam 
melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan 
pemerintahan di daerah Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas 
penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan 
pemerintahan desa 

(3) Inspektur, mempunyai fungsi :  
a. Pelaksanaan perencanaan program pengawasan;  
b. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; 

dan 
c. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan 

penilaian tugas pengawasan. 
d. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati 

sesuai bidang tugasnya. 

 
Pasal 3 

 
(1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan 

tugasnya bertanggung jawab kepada Inspektur. 
(2) Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan 

memberikan pelayanan administratif. 
(3) Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), mempunyai fungsi : 
a. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana 

program kerja ; 
b. Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan 

laporan kinerja; 
c. Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis 

fungsional; 
d. Penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data 

dalam rangka penatausahaan; 
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e. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, program 
dan laporan; 

f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh inspektur 
sesuai bidang tugasnya. 

 
Pasal 4 

 
(1) Sekretariat Inspektorat terdiri dari : 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; 
b. Sub Bagian Keuangan; 
c. Sub Bagian Program dan Laporan. 

(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub 
Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada 
Sekretaris. 

 
Pasal 5 

 
(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas 

memberikan pelayanan administratif urusan umum dan urusan 
kepegawaian.  

(2) Untuk melaksanakan tugas ini, Kepala Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian mempunyai fungsi :  
a. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga ; 
b. Pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan; 
c. Pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi 

pengumpulan data pegawai, buku induk pegawai, mutasi, 
pengangkatan, kenaikan pangkat, pembinaan karir dan pensiun 
pegawai; 

d. Penyusunan informasi dan perencanaan pegawai; 
e. Penyusunan administrasi serta evaluasi kepegawaian; 
f. Penyelenggaraan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan 

disiplin pegawai; 
g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris 

sesuai dengan bidang tugasnya. 
 

Pasal 6 
 

(1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas memberikan 
pelayanan administrasi keuangan.  

(2) Untuk melaksanakan tugas ini, Kepala Sub Bagian Keuangan 
mempunyai fungsi  : 
a. Penghimpunan dan pengolahan bahan-bahan untuk menyusun 

anggaran; 
b. Penyiapan penyusunan rancangan, anggaran pendapatan dan 

belanja daerah; 
c. Pengelolaan tata usaha keuangan dan pembukuan realisasi 

anggaran pendapatan dan belanja; 
d. Pelaksanaan perhitungan anggaran dan verifikasi; 
e. Penyelenggaraan tata usaha pembayaran gaji pegawai; 
f. Pengurusan keuangan perjalanan dinas; 
g. Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan dibidang 

keuangan; 
h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris 

sesuai dengan bidang tugasnya. 
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Pasal 7 
 

(1) Kepala Sub Bagian Program dan Laporan mempunyai tugas 
pelayanan administratif dalam menyiapkan bahan penyusunan, 
penghimpunan, pengolahan, penyimpanan, evaluasi Program dan 
Laporan.  

(2) Untuk melaksanakan tugas ini, Kepala Sub Bagian Program dan 
Laporan mempunyai fungsi: 
a. Pengumpulan dan pengadaan sistematisasi data untuk bahan 

penyusunan program; 
b. Pelaksanaan tugas pengumpulan dan penyajian data statistik; 
c. Perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana program; 
d. Pengelolaan, inventarisasi, pengkajian, dan analisis pelaporan; 
e. Penginventarisasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil 

pengawasan; 
f. Penyelenggaraan kerjasama pengawasan; 
g. Pelaksanaan analisis dan evaluasi serta pengendalian 

pelaksanaan program dan proyek; 
h. Penghimpunan dan pengadaan sistematisasi data dan 

menyusun dokumentasi peraturan perundang-undangan dan 
hasil pembangunan; 

i. Pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tata 
laksana; 

j. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

 
Pasal 8 

 
(1) Inspektur Pembantu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung 

jawab kepada Inspektur. 
(1) Inspektur Pembantu mempunyai tugas melaksanakan 

pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah 
dan kasus pengaduan. 

(2) Inspektur pembantu pada inspektorat kabupaten dalam 
melaksanakan tugas, mempunyai fungsi : 
a. Pengusulan program pengawasan di wilayah; 
b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan; 
c. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan 

daerah; 
d. Pemeriksaan, pengusutan,pengujian dan penilaian tugas 

pengawasan; 
e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur 

sesuai bidang tugasnya. 
 

Pasal 9 
 

(1) Inspektur Pembantu terdiri dari : 
a. Inspektur Pembantu Wilayah I; 
b. Inspektur Pembantu Wilayah II; 
c. Inspektur Pembantu Wilayah III; 
d. Inspektur Pembantu Wilayah IV. 

(2) Inspektur Pembantu wilayah pada inspektorat membawahi wilayah 
kerja pembinaan dan pengawasan pada instansi/ satuan  kerja di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan serta 
Kelurahan/ Desa atau sebutan lainnya.  

(3) Masing-masing inspektur pembantu wilayah terdiri dari : 
a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; 
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b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; 
c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan. 

(4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang 
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur 
Pembantu Wilayah. 

 
Pasal 10 

 
(1) Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan 

mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap urusan 
pemerintahan dan kasus pengaduan di bidang pembangunan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas ini, Kepala Seksi Pengawas 
Pemerintah Bidang Pembangunan mempunyai fungsi: 
a. Pelaksanaan pengawasan/ pemeriksaan terhadap urusan 

pekerjaan umum yang menjadi urusan rumah tangga 
kabupaten termasuk tugas-tugas pembantuan; 

b. Pelaksanaan pengawasan/ pemeriksaan terhadap urusan 
lingkungan hidup yang telah menjadi urusan rumah tangga 
kabupaten serta penanganan kasus yang terjadi; 

c. Pelaksanaan pengawasan/ pemeriksaan terhadap urusan 
permukiman dan prasarana wilayah serta penanganan kasus 
yang terjadi; 

d. Pelaksanaan pengawasan/ pemeriksaan terhadap 
penyelenggaraan urusan pembangunan industri, pertanian dan 
perdagangan; 

e. Pelaksanaan pengawasan/ pemeriksaan terhadap 
penyelenggaraan urusan administrasi keuangan daerah dan 
pengelolaan barang daerah. 

f. Pelaksanaan program pengawasan/ pemeriksaan bidang 
pembangunan; 

g. Pemberian arahan, bimbingan dan pembinaan terhadap 
pelaksanaan tugas pengawasan/pemeriksaan bidang 
pembangunan; 

h. Penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan/ 
pemeriksaan bidang pembangunan; 

i. Pelaksanaan penilaian tindak lanjut hasil pengawasan/ 
pemeriksaan bidang pembangunan; 

j. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur 
Pembantu sesuai bidang tugasnya. 

 
Pasal 11 

 
(1) Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan 

mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap urusan 
pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di bidang 
pemerintahan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas ini, Kepala Seksi Pengawas Bidang 
Pemerintahan mempunyai fungsi : 
a. Pelaksanaan pengawasan/ pemeriksaan terhadap 

penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan urusan 
kependudukan dan catatan sipil; 

b. Pelaksanaan pengawasan/ pemeriksaan terhadap 
penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten, Kecamatan, 
Kelurahan dan Desa; 

c. Pelaksanaan pengawasan/ pemeriksaan terhadap 
penyelenggaraan administrasi pertanahan serta penanganan 
kasus-kasus pertanahan yang menjadi tanggungjawab Bupati; 



 -   8   - 

d. Pelaksanaan pengawasan/ pemeriksaan terhadap pelaksanaan 
adminsitrasi kepegawaian, organisasi serta tata laksana serta 
penanganan kasus yang terjadi. 

e. Pengusulan program pengawasan/ pemeriksaan  bidang 
pemerintahan; 

f. Pemberian arahan, bimbingan dan pembinaan  terhadap 
pelaksanaan tugas pengawasan/pemeriksaan bidang 
pemerintahan; 

g. Penyusunan dan penyampaian laporan hasil 
pengawasan/pemeriksaan bidang pemerintahan; 

h. Pelaksanaan penilaian tindak lanjut hasil pengawasan/ 
pemeriksaan bidang pemerintahan; 

i. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur 
Pembantu sesuai bidang tugasnya. 

 
Pasal 12 

 
(1) Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan 

mempunyai tugas melaksanakan tugas melaksanakan 
pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus 
pengaduan di bidang kemasyarakatan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas ini, Kepala Seksi Pengawas 
Pemerintah Bidang Kemasyarakatan mempunyai fungsi : 
a. Pengusulan program pengawasan/ pemeriksaan bidang 

kemasyarakatan; 
b. Pelaksanaan pengawasan/ pemeriksaan terhadap 

penyelenggaraan urusan pendidikan dan kebudayaan; 
c. Pelaksanaan pengawasan/ pemeriksaan terhadap 

penyelenggaraan kesehatan masyarakat dan keluarga 
berencana; 

d. Pelaksanaan pengawasan/ pemeriksaan terhadap urusan yang 
berkaitan dengan kesejahteraan rakyat, peranan wanita dan 
pemuda; 

e. Pelaksanaan pengawasan/ pemeriksaan terhadap urusan yang 
berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan dan penanganan 
kasus yang muncul; 

f. Pelaksanaan pengawasan/ pemeriksaan terhadap 
ketentraman, ketertiban dan hukum serta perlindungan 
masyarakat. 

g. Pemberian arahan, bimbingan dan pembinaan terhadap 
pelaksanaan tugas pengawasan/pemeriksaan bidang 
kemasyarkatan; 

h. Penyusunan dan menyampaikan laporan hasil pengawasan/ 
pemeriksaan bidang kemasyarakatan; 

i. Pelaksanaan penilaian tindak lanjut hasil pengawasan/ 
pemeriksaan bidang kemasyarakatan; 

j. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur 
Pembantu sesuai bidang tugasnya. 

 
Pasal 13 

 
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga fungsional auditor 

dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa 
kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. 

(2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan 
kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing 
sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan. 
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(3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban 
kerja. 

(4) Jenis dan jenjang tenaga fungsional berdasarkan peraturan 
perundang-undangan. 

 
Bagian  Kedua 

BADAN PERENCANAAN  PEMBANGUNAN DAERAH 
 

Pasal 14 
 

(1) Kepala Badan Perencanaan Permbangunan Daerah 
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

(2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai 
tugas memimpin Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 
daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah; 

(3) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, mempunyai 
fungsi: 
a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis perencanaan; 
b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan; 
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan 

pembangunan daerah; 
d. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati 

sesuai bidang tugasnya. 

 
Pasal 15 

 
(1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan 

tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 
(2) Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan 

memberikan pelayanan administratif. 
(3) Sekretaris dalam melaksanakan tugas di maksud ayat (2), 

mempunyai fungsi : 
a. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana 

program kerja ; 
b. Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan 

laporan kinerja; 
c. Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis 

fungsional; 
d. Penyusunan, pengiventarisasian dan pengkoordinasian data 

dalam rangka penatausahaan; 
e. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, program 

dan laporan; 
f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 

Badan sesuai bidang tugasnya. 
 

Pasal 16 
 

(1) Sekretariat  terdiri dari : 
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; 
b. Sub Bagian Keuangan; 
c. Sub Bagian Program dan Laporan. 

(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub 
Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Sekretaris. 
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Pasal 17 
 

(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas 
memberikan pelayanan administratif urusan umum dan urusan 
kepegawaian.  

(2) Untuk melaksanakan tugas ini, Kepala Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian mempunyai fungsi :  
a. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga ; 
b. Pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan; 
c. Penyelenggaraan pengelolaan tata usaha kepegawaian yang 

meliputi pengumpulan data pegawai, buku induk pegawai, 
mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat, pembinaan karir dan 
pensiun pegawai; 

d. Penyusunan informasi dan perencanaan pegawai; 
e. Penyusunan administrasi serta evaluasi kepegawaian; 
f. Penyelenggaraan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan 

disiplin pegawai; 
g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris 

sesuai dengan bidang tugasnya. 
 

Pasal 18 
 

(1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas memberikan 
pelayanan administrasi keuangan.  

(2) Untuk melaksanakan tugas ini, Kepala Sub Bagian Keuangan 
mempunyai fungsi  : 
a. Penghimpunan dan pengolahan bahan-bahan untuk menyusun 

anggaran; 
b. Penyiapan penyusunan rancangan, Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah; 
c. Pengelolaan tata usaha keuangan dan pembukuan realisasi 

Anggaran Pendapatan dan Belanja; 
d. Pelaksanaan perhitungan anggaran dan verifikasi; 
e. Penyelenggaraan tata usaha pembayaran gaji pegawai; 
f. Pengurusan keuangan perjalanan dinas; 
g. Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan dibidang 

keuangan; 
h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris 

sesuai dengan bidang tugasnya. 
 

Pasal 19 
 

(1) Kepala Sub Bagian Program dan Laporan mempunyai tugas 
pelayanan administratif dalam menyiapkan bahan penyusunan, 
penghimpunan, pengolahan, penyimpanan, evaluasi program dan 
laporan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas ini, Kepala Sub Bagian Program dan 
Laporan mempunyai fungsi: 
a. Pengumpulan dan pengadaan sistematisasi data untuk bahan 

penyusunan program; 
b. Pelaksanaan tugas pengumpulan dan penyajian data statistik; 
c. Perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana program; 
d. Pengelolaan, inventarisasi, pengkajian, dan analisis pelaporan; 
e. Penginventarisasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil 

pengawasan; 
f. Penyelenggaraan kerjasama pengawasan; 
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g. Pelaksanaan analisis dan evaluasi serta pengendalian 
pelaksanaan program dan proyek; 

h. Penghimpunan dan pengadaan sistematisasi data dan 
menyusun dokumentasi peraturan perundang-undangan dan 
hasil pembangunan; 

i. Pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tata 
laksana; 

j. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

 
Pasal 20 

 

(1) Bidang Fisik dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Bidang yang 
dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala 
Badan melalui Sekretaris Badan. 

(2) Kepala Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas 
melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan 
pembangunan Pekerjaan Umum, Pengairan, Kebersihan dan 
Pertamanan, Perhubungan, pariwisata, sumber daya alam dan 
lingkungan hidup. 

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2),Kepala Bidang Fisik Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi : 
a. Pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan Pekerjaan 

Umum, Pengairan, Kebersihan dan Pertamanan, Perhubungan, 
Pariwisata, Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup; 

b. Pengkoordinasian rencana pembangunan Pekerjaan Umum, 
Pengairan, Kebersihan dan Pertamanan, Perhubungan, 
Pariwisata, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang 
disusun oleh dinas-dinas daerah, Satuan Organisasi lain dalam 
lingkungan pemerintah daerah; 

c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang fisik dan 
prasarana serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan 
pemecahannya; 

d. Pelaksanaan dan atau pengkoordinasian penyusunan program 
tahunan di bidang fisik dan prasarana yang meliputi Pekerjaan 
Umum, Pengairan, Kebersihan dan Pertamanan, Perhubungan, 
pariwisata, sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam 
rangka pelaksanaan RPJP, RPJMD, dan RENSTRA Kabupaten  
atau proyek-proyek yang diusulkan kepada pemerintah propinsi 
untuk dimasukkan ke dalam program daerah propinsi dan atau 
yang diusulkan kepada pemerintah pusat untuk dimasukkan ke 
dalam program tahunan nasional. 

e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Badan sesuai dengan bidang tugasnya. 

 
Pasal 21 

 
(1) Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari : 

a. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; 
b. Sub Bidang Prasarana Wilayah 

(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam 
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala 
Bidang Fisik dan Prasarana. 
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Pasal 22 

 
(1) Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 

mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana 
dan program pemantapan sumber daya alam dan pemeliharaan 
lingkungan hidup yang serasi. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 
mempuyai fungsi : 
a. Pengkoordinasian perencanaan pemantapan dan pengelolaan 

sumber daya alam non pertambangan dan energi; 
b. Pengkoordinasian perencanaan pemeliharaan lingkungan 

hidup; 
c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan pengelolaan sumber 

daya alam non pertambangan, energi dan lingkungan hidup; 
d. Penyiapan bahan perumusan dan kajian tentang sumber daya 

alam non pertambangan, energi dan lingkungan hidup; 
e. Perumusan perencanaan kegiatan dalam pengembangan 

sumber daya alam non pertambangan, energi dan lingkungan 
hidup;  

f. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi pengendalian sumber 
daya alam non pertambangan, energi dan lingkungan hidup; 

g. Penyiapan bahan penyusunan RPJP, RPJMD dan Rencana 
Strategis Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah; 

h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang Fisik dan Prasarana sesuai dengan bidang tugasnya. 

 
Pasal 23 

 
(1) Kepala Sub Bidang Prasarana Wilayah mempunyai tugas 

mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program 
pemantapan prasarana wilayah. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Kepala Sub Bidang Prasarana Wilayah mempuyai fungsi : 
a. Pelaksanaan  koordinasi perencanaan pembangunan 

prasarana yang meliputi Pekerjaan Umum, Pengairan, 
Kebersihan dan Pertamanan, Perhubungan dan Pariwisata; 

b. Penghimpunan, pengolahan bahan / data perencanaan Tata 
Ruang (RTRW) 

c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi 
kegiatan dan pengembangan  prasarana Kabupaten ; 

d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam rangka 
pengendalian dan Pengembangan  Prasarana Kabupaten ; 

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Kegiatan perencanaan 
pembangunan di bidang prasarana kabupaten ;  

f. Penyiapan bahan penyusunan RPJP, RPJMD dan Rencana 
Strategis Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah; 

g. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang fisik dan 
prasarana serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan 
pemecahannya; 

h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang Fisik dan Prasarana sesuai dengan bidang tugasnya. 
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Pasal 24 

 
(1) Bidang Sosial dan Budaya dipimpin oleh Kepala Bidang yang 

dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala 
Badan melalui Sekretaris Badan. 

(2) Kepala Bidang Sosial dan Budaya mempunyai tugas melakukan 
dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan di 
bidang pendidikan, kesehatan, mental spiritual, pemerintahan, 
perumahan rakyat, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan 
dan KB, sosial, komunikasi, informasi, kesbangpol dan linmas 
serta kependudukan. 

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), Kepala Bidang Sosial dan Budaya mempuyai fungsi : 

a. Pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang 
pendidikan, kesehatan, mental spiritual, pemerintahan, 
perumahan rakyat, ketenagakerjaan, pemberdayaan 
perempuan dan KB, sosial, komunikasi, informasi, kesbangpol 
dan linmas serta kependudukan; 

b. Pengkoordinasian rencana pembangunan pendidikan, 
kesehatan, mental spiritual, pemerintahan, perumahan rakyat, 
ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan KB, sosial, 
komunikasi, informasi, kesbangpol dan linmas serta 
kependudukan yang disusun oleh dinas daerah, kantor 
organisasi lain dalam lingkungan pemerintah daerah, 
Kecamatan-kecamatan dan bagian-bagian lain yang berada 
dalam wilayah pemerintah daerah serta pelaksanaan 
inventarisasi permasalahan dibidang sosial budaya dan 
merumuskan langkah-langkah pemecahannya; 

c. Pelaksanaan dan atau pengkoordinasian penyusunan program 
tahunan di bidang sosial budaya yang meliputi pendidikan, 
kesehatan, mental spiritual, pemerintahan, perumahan rakyat, 
ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan KB, sosial, 
komunikasi, informasi, kesbangpol dan linmas serta 
kependudukan dalam rangka melaksanakan RPJP, RPJMD, 
dan RENSTRA Kabupaten atau proyek-proyek yang diusulkan 
kepada pemerintah propinsi untuk dimasukkan ke dalam 
program daerah propinsi dan atau yang diusulkan kepada 
pemerintah pusat untuk dimasukkan ke dalam program 
tahunan nasional; 

d. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Badan sesuai dengan bidang tugasnya. 

 
Pasal 25 

 
(1) Bidang Sosial dan Budaya terdiri dari : 

a. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat; 
b. Sub Bidang Sosial Politik dan Pemerintahan 

(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam 
menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 
Sosial Budaya. 
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Pasal 26 
 

(1) Kepala Sub Bidang Kesejateraan Rakyat mempunyai tugas 
mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program 
kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, sosial, perumahan 
rakyat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada 
ayat (1), Kepala Sub Bidang Kesejateraan Rakyat  mempuyai 
fungsi : 
a. Pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan dan 

pengolahan bahan/data kesehatan, pendidikan, 
ketenagakerjaan, sosial, perumahan rakyat, pemberdayaan 
perempuan dan keluarga berencana; 

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi 
kegiatan perencanaan pembangunan kesehatan, pendidikan, 
ketenagakerjaan, sosial, perumahan rakyat, pemberdayaan 
perempuan dan keluarga berencana; 

c. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi 
perencanaan pembangunan kesehatan, pendidikan, 
ketenagakerjaan, sosial, perumahan rakyat, pemberdayaan 
perempuan dan keluarga berencana; 

d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam rangka 
pengendalian perencanaan pembangunan kesehatan, 
pendidikan, ketenagakerjaan, sosial, perumahan rakyat, 
pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana; 

e. Pengevaluasian dan pelaporan kegiatan pembangunan 
kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, sosial, perumahan 
rakyat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana; 

f. Penyiapan bahan penyusunan RPJP, RPJMD dan Rencana 
Strategis Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah; 

g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang Sosial dan Budaya sesuai dengan bidang tugasnya. 

 
Pasal 27 

 
(1) Kepala Sub Bidang Sosial Politik dan Pemerintahan mempunyai 

tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program 
pembangunan sosial politik dan pemerintahan. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Kepala Sub Bidang Sosial Politik dan Pemerintahan mempuyai 
fungsi : 
a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program 

pembangunan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan 
masyarakat, mental spiritual, kependudukan, komunikasi dan 
informasi, dan pemerintahan; 

b. Perencanaan program kegiatan pada Bidang sosial politik dan 
pemerintahan; 

c. Penghimpunan, pengolahan bahan/data, penyusunan bahan 
rekomendasi dan perumusan kebijakan Bidang Sosial Budaya ; 

d. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan 
perencanaan di sektor kesatuan bangsa, politik dan 
perlindungan masyarakat, mental spiritual, kependudukan, 
komunikasi dan informasi, dan pemerintahan;  

e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam rangka 
pengendalian perencanaan pembangunan Bidang Sosial 
Budaya;  
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f. Penyusunan persiapan dan perkembangan pelaksanaan 

Rencana Pembangunan di daerah (Rakorbang); 
g. Pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan 

Pemerintahan dan Aparatur ; 
h. Penyiapan bahan penyusunan RPJP, RPJMD dan Rencana 

Strategis Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah; 
i. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang Sosial dan Budaya sesuai dengan bidang tugasnya. 
 

Pasal 28 
 

(1) Bidang Ekonomi dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam 
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan 
melalui Sekretaris Badan. 

(2) Kepala Bidang Ekonomi mempunyai tugas melakukan dan 
mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan 
pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan 
koperasi serta pengembangan dunia usaha. 

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), Kepala Bidang Ekonomi mempunyai fungsi : 
a. Pelaksanaan kegiatan memadukan rencana pembangunan 

Pertanian, Industri, Pertambangan dan Energi, Perdagangan 
dan Koperasi serta pengembangan dunia usaha; 

b. Pengkoordinasian rencana pembangunan pertanian, industri, 
pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi serta 
pengembangan dunia usaha yang disusun oleh dinas daerah, 
kontor organisasi lain dalam lingkungan pemerintah daerah, 
kecamatan-kecamatan dan bagian-bagian lain yang berada 
dalam wilayah pemerintah daerah; 

c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang ekonomi 
serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan 
pemecahannya; 

d. Pelaksanaan dan atau pengkoordinasian penyusunan program 
tahunan dibidang ekonomi yang meliputi pertanian, industri, 
pertambangan dan energii, perdagangan dan koperasi, serta 
pengembangan dunia usaha dalam rangka melaksanakan 
RPJP, RPJMD, dan RENSTRA Kabupaten atau proyek-proyek 
yang diusulkan kepada pemerintah propinsi untuk dimasukkan 
ke dalam program daerah propinsi dan atau yang diusulkan 
kepada pemerintah pusat untuk dimasukkan ke dalam program 
tahunan nasional. 

e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Badan sesuai dengan bidang tugasnya. 

 
Pasal 29 

 
(1) Bidang Ekonomi terdiri dari : 

a. Sub Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan Investasi; 
b. Sub Bidang Pertanian, Pertambangan dan Energi. 

(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang dalam menjalankan 
tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi. 
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Pasal 30 
 

(1) Kepala Sub Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan Investasi 
mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, merumuskan, dan 
penyusunan perencanaan Pembangunan Ekonomi yang meliputi 
Sektor Industri, Perdagangan, Koperasi dan Investasi dalam 
rangka pengembangan usaha. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Kepala Sub Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan 
Investasi mempunyai fungsi : 
a. Pengkoordinasian kegiatan perencanaan pembangunan 

Industri, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 
dan Investasi baik dari dalam/ luar negeri; 

b. Penghimpunan, pengolahan bahan/ data, penyusunan bahan 
rekomendasi dan perumusan kebijakan pembangunan Industri, 
Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan 
Investasi baik dari dalam/ luar negeri  ; 

c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam rangka 
pengendalian perencanaan pembangunan perekonomian 
sektor industri, perdagangan, koperasi dan investasi; 

d. Pelaporan bidang perencanaan pembangunan sektor industri, 
perdagangan, koperasi dan investasi; 

e. Penyiapan bahan penyusunan RPJP, RPJMD dan Rencana 
Strategis Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah; 

f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang Ekonomi sesuai bidang tugasnya. 

 
Pasal 31 

 
(1) Kepala Sub Bidang Pertanian, Pertambangan dan Energi 

mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, merumuskan, dan 
penyusunan perencanaan Pembangunan Ekonomi yang meliputi 
Sektor pertanian, pertambangan dan energi. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Kepala Sub Bidang Pertanian, Pertambangan dan Energi 
mempunyai fungsi : 
a. Pengkoordinasian kegiatan perencanaan pembangunan 

pertanian, pertambangan dan energi; 
b. Penghimpunan, pengolahan bahan/ data, penyusunan bahan 

rekomendasi dan perumusan kebijakan pembangunan 
pertanian, pertambangan dan energi; 

c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam rangka 
pengendalian perencanaan pembangunan perekonomian 
sektor pertanian, pertambangan dan energi; 

d. Pelaporan bidang perencanaan pembangunan sektor 
pertanian, pertambangan dan energi ; 

e. Penyiapan bahan penyusunan RPJP, RPJMD dan Rencana 
Strategis Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah; 

f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang Ekonomi sesuai bidang tugasnya. 

 
Pasal 32 

 
(1) Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala 

Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab 
kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan. 

 



 -   17   - 

(2) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas 
melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan 
pengembangan terhadap perencanaan pembangunan daerah. 

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai 
fungsi : 
a. Pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan penyimpanan bahan 

dalam rangka penyusunan program penelitian dan 
pengembangan serta perumusan kebijaksanaan teknis 
dibidang pemerintahan dan aparatur pemerintah, ekonomi dan 
keuangan, pembangunan serta politik dan kemasyarakatan; 

b. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi lain 
dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang 
pemerintahan dan aparatur pemerintah, ekonomi dan 
keuangan, pembangunan serta politik dan kemasyarakatan; 

c. Penyusunan laporan hasil penelitian dan pengembangan 
dibidang pemerintahan dan aparatur pemerintah, ekonomi dan 
keuangan, pembangunan serta politik dan kemasyarakatan ; 

d. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Badan sesuai dengan bidang tugasnya. 

 
Pasal 33 

 
(1) Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari : 

a. Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan; 
b. Sub Bidang Sosial Politik, Pemerintahan dan Kemasyarakatan. 

(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam 
menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang 
Penelitian dan Pengembangan. 

 
Pasal 34 

 
(1) Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas 

mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program 
penelitian dan pengembangan di bidang perekonomian dan 
pembangunan serta potensi pengembangan teknologi tepat guna. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai 
fungsi : 
a. Pelaksanaan penelitian, Analisa dan Evaluasi atas program 

pengembangan ekonomi dan pembangunan; 
b. Pengkoordinasian dan memadukan program/ rencana 

pembangunan segala sektor yang disusun oleh satuan 
organisasi perangkat daerah ; 

c. Pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi permasalahan di 
bidang pengembangan wilayah serta merumuskan langkah-
langkah kebijakan pemecahannya ; 

d. Pengumpulan data dan mempersiapkan data mengenai 
pelaksanaan program pengembangan ekonomi dan 
pembangunan ; 

e. Penyiapan/ penganalisaan hasil pelaksanaan pembangunan 
dan berbagai potensi serta mengevaluasi guna bahan laporan 
hasil-hasil pelaksanaan pembangunan pada berbagai sektor ; 

f. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi lain 
dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi 
tepat guna dalam pengembangan ekonomi kerakyatan;  
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g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai bidang tugasnya. 

 
Pasal 35 

 
(1) Kepala Sub Bidang Sosial Politik, Pemerintahan dan 

Kemasyarakatan mempunyai tugas mempersiapkan bahan 
penyusunan rencana dan program penelitian dan pengembangan 
di bidang pemerintahan dan  aparatur pemerintah, politik, sosial 
budaya, dan kemasyarakatan. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Kepala Sub Bidang Sosial Politik, Pemerintahan dan 
Kemasyarakatan mempunyai fungsi : 

a. Pengkoordinasian rencana program pengembangan di bidang 
pemerintahan dan  aparatur pemerintah, politik, sosial budaya, 
dan kemasyarakatan; 

b. Pelaksanaan analisa  dan evaluasi atas program 
pengembangan di bidang pemerintahan dan  aparatur 
pemerintah, politik, sosial budaya, dan kemasyarakatan ; 

c. Pemaduan program/rencana pengembangan pembangunan di 
bidang pemerintahan dan  aparatur pemerintah, politik, sosial 
budaya, dan kemasyarakatan  

d. Pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi permasalahan di 
bidang pemerintahan dan  aparatur pemerintah, politik, sosial 
budaya, dan kemasyarakatan serta merumuskan langka-
langkah kebijakan pemecahannya ; 

e. Pelaksanaan dan atau pengkoordinasian penyusunan program 
tahunan di bidang pemerintahan dan  aparatur pemerintah, 
politik, sosial budaya, dan kemasyarakatan 

f. Pengevaluasian dan pelaporan di bidang pemerintahan dan  
aparatur pemerintah, politik, sosial budaya, dan 
kemasyarakatan; 

g. Pengumpulan data dan penyiapan data mengenai pelaksanaan 
program pengembangan di bidang pemerintahan dan aparatur 
pemerintah, politik, sosial budaya, dan kemasyarakatan; 

h. Pengkoordinasian, pengumpulan, dan penganalisaan data 
statistik hasil perkembangan pembangunan pemerintah daerah 
pada berbagai sektor ; 

i. Penyusunan dan penyiapan dokumen perencanaan 
pembangunan yang bersifat jangka pendek, menengah dan 
jangka panjang; 

j. Penyusunan persiapan dan perkembangan pelaksanaan 
Rencana Pembangunan di daerah (Rakorbang); 

k. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai bidang tugasnya. 

 
Pasal 36 

 
(1) UPT Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai 

tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah sesuai dengan nomenklaturnya serta 
tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 
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(2) UPT Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibentuk dan 
ditetapkan dengan Peraturan perundang-undangan berdasarkan 
kebutuhan Daerah serta telah memenuhi kriteria dan ketentuan 
yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

 
Pasal 37 

 
(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan 
kebutuhan. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud  pada  ayat 
(1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional 
yang terbagi dalam berbagai kelompok  sesuai dengan bidang 
keahliannya, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

 
 
 

Bagian Ketiga 
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 

 
Pasal 38 

 

(1) Kepala Badan Kepegawaian Daerah bertanggungjawab kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

(2) Kepala Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas memimpin 
Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan penyusunan 
dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kepegawaian, 
Pendidikan dan Pelatihan; 

(2) Kepala Badan Kepegawaian Daerah, mempunyai fungsi: 
a. Pelaksanaan Perumusan kebijakan teknis di bidang 

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; 
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; 
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kepegawaian, 

Pendidikan dan Pelatihan; 
d. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati 

sesuai bidang tugasnya. 
 

Pasal 39 
 

(1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan 
tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 

(2) Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan 
memberikan pelayanan administratif. 

(3) Sekretaris dalam melaksanakan tugas di maksud ayat (2), 
mempunyai fungsi : 
a. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana 

program kerja ; 
b. Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan 

laporan kinerja; 
c. Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis 

fungsional; 
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d. Penyusunan, pengiventarisasian dan pengkoordinasian data 

dalam rangka penatausahaan; 
e. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, program 

dan laporan; 
f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 

Badan sesuai bidang tugasnya. 
 

Pasal 40 
(1) Sekretariat  terdiri dari : 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; 
b. Sub Bagian Keuangan; 
c. Sub Bagian Program dan Laporan. 

(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub 
Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Sekretaris. 

 
Pasal 41 

 
(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas 

memberikan pelayanan administratif urusan umum dan urusan 
kepegawaian.  

(2) Untuk melaksanakan tugas ini, Kepala Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian mempunyai fungsi :  
a. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga ; 
b. Pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan; 
c. Penyelenggaraan pengelolaan tata usaha kepegawaian yang 

meliputi pengumpulan data pegawai, buku induk pegawai, 
mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat, pembinaan karir dan 
pensiun pegawai; 

d. Penyusunan informasi dan perencanaan pegawai; 
e. Penyusunan administrasi serta evaluasi kepegawaian; 
f. Penyelenggaraan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan 

disiplin pegawai; 
g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris 

sesuai dengan bidang tugasnya. 
 

Pasal 42 
 

(1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas memberikan 
pelayanan administrasi keuangan.  

(2) Untuk melaksanakan tugas ini, Kepala Sub Bagian Keuangan 
mempunyai fungsi  : 
a. Penghimpunan dan pengolahan bahan-bahan untuk menyusun 

anggaran; 
b. Penyiapan penyusunan rancangan, Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah; 
c. Pengelolaan tata usaha keuangan dan pembukuan realisasi 

Anggaran Pendapatan dan Belanja; 
d. Pelaksanaan perhitungan anggaran dan verifikasi; 
e. Penyelenggaraan tata usaha pembayaran gaji pegawai; 
f. Pengurusan keuangan perjalanan dinas; 
g. Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan dibidang 

keuangan; 
h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris 

sesuai dengan bidang tugasnya. 
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Pasal 43 
 

(1) Kepala Sub Bagian Program dan Laporan mempunyai tugas 
pelayanan administratif dalam menyiapkan bahan penyusunan, 
penghimpunan, pengolahan, penyimpanan, evaluasi program dan 
laporan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas ini, Kepala Sub Bagian Program dan 
Laporan mempunyai fungsi: 
a. Pengumpulan dan pengadaan sistematisasi data untuk bahan 

penyusunan program; 
b. Pelaksanaan tugas pengumpulan dan penyajian data statistik; 
c. Perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana program; 
d. Pengelolaan, inventarisasi, pengkajian, dan analisis pelaporan; 
e. Penginventarisasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil 

pengawasan; 
f. Penyelenggaraan kerjasama pengawasan; 
g. Pelaksanaan analisis dan evaluasi serta pengendalian 

pelaksanaan program dan proyek; 
h. Penghimpunan dan pengadaan sistematisasi data dan 

menyusun dokumentasi peraturan perundang-undangan dan 
hasil pembangunan; 

i. Pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tata 
laksana; 

j. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

 
Pasal 44 

 
(1) Bidang Pengadaan dan Pemberhentian dipimpin oleh seorang 

Kepada Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan 
melalui Sekretaris. 

(2) Kepada Bidang Pengadaan dan Pemberhentian mempunyai tugas 
melakukan penyelesaian administrasi kepegawaian yang berkaitan 
dengan pengadaan dan pemberhentian pegawai, termasuk di 
dalamnya pengadaan kartu pegawai, kartu istri dan kartu suami 
pegawai. 

(3) Untuk menyelenggarakan tugas di maksud, Kepada Bidang 
Pengadaan dan Pemberhentian mempunyai fungsi : 
a. Pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan penyimpanan data 

pegawai dalam rangka penyusunan program pengadaan dan 
pemberhentiann pegawai serta perumusan kebijaksanaan 
teknis yang berkaitan dengan pengelolaan menajemen 
kepegawaian daerah; 

b. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain 
dalam pelaksanaan penyusunan rencana pengadaan dan 
pemberhentian pegawai di daerah; 

c. Penyelesaian adminsitrasi kepegawaian daerah ; 
d. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 

Badan sesuai dengan bidang tugasnya. 
 

Pasal 45 
 

(1) Bidang Pengadaan dan Pemberhentian terdiri dari : 
a. Sub Bidang Pengadaan dan Pengangkatan; 
b. Sub Bidang Pemberhentian dan Pensiun; 
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(2) Masing-masing sub bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengadaan dan 
Pemberhentian. 

 
Pasal 46 

 
(1) Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pengangkatan mempunyai 

tugas mempersiapkan data penyusunan rencana program 
pengadaan dan pengangkatan pegawai, pengadaan  kartu 
pegawai serta penyelesaian administrasi kepegawaian. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pengangkatan mempuyai 
fungsi : 
a. Pengkoordinasian kebutuhan pegawai di setiap satuan kerja 

perangkat daerah; 
b. Penyiapan, penyusunan bahan formasi pegawai dan 

administrasi penerimaan (rekruitmen) pegawai ; 
c. Pelaksanaan inventarisasi pegawai sesuai pangkat dan 

jabatan; 
d. Pemrosesan pengangkatan pegawai sesuai prosedur yang 

ditetapkan dan melaksanakan sumpah janji PNS; 
e. Pelaksanaan pengadaan Kartu Pegawai; 
f. Pelaksanaan fungsi-fungsi  lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. 
 

Pasal 47 
 

(1) Kepala Sub Bidang Pemberhentian dan Pensiun mempunyai tugas 
mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program 
pemberhentian dan pensiun, pengadaan kartu istri dan kartu suami 
pegawai serta penyelesaian administrasi kepegawaian. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Kepala Sub Bidang Pemberhentian dan Pensiun mempuyai 
fungsi : 
a. Pengkoordinasian, penginformasian dan penghimpunan data 

kepegawaian sesuai tanggal waktu pensiun; 
b. Pemrosesan dan pengajuan pemberhentian pegawai yang 

melanggar aturan kepegawaian; 
c. Pengadaan dan pemprosesan kartu istri dan kartu suami 

pegawai; 
d. Pengklasifikasian pegawai sesuai masa kerja pensiunan 

pegawai; 
e. Pelaksanaan fungsi-fungsi  lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. 
 

Pasal 48 
 

(1) Bidang Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. 

(2) Kepala Bidang Pengembangan mempunyai tugas menyiapkan 
kenaikan pangkat tenaga administrasi dan tenaga fungsional, 
pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan, 
pengembangan karier pegawai dan pemberian penghargaan/ 
tanda jasa serta pembinaan mental pegawai. 

(3) Untuk menyelenggarakan tugas, Kepala Bidang Pengembangan 
mempunyai fungsi : 
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a. Pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan penyimpanan data 

pegawai dalam rangka penyusunan program pengembangan 
pegawai serta perumusan kebijaksanaan teknis yang berkaitan 
dengan pengelolaan manajemen kepegawaian daerah; 

b. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain 
dalam penyusunan dan pengolahan data kepegawaian sebagai 
bahan untuk perencanaan kepegawaian daerah; 

c. Penyelesaian administrasi kepegawaian di daerah; 
d. Pelaksanaan pembinaan dan karier serta pelaksanaan mutasi 

Pegawai Negeri Sipil;  
e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 

Badan sesuai dengan bidang tugasnya. 
 

Pasal 49 
 

(1) Bidang Pengembangan terdiri dari : 
a. Sub Bidang Pembinaan Personil dan Karier; 
b. Sub Bidang Mutasi; 

(2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub 
Bagian yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 
Pengembangan. 

 
Pasal 50 

 
(1) Kepala Sub Bidang Pembinaan Personil dan Karier mempunyai 

tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program 
pembinaan mental, pengembangan karier dan pengangkatan 
dalam suatu jabatan. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Kepala Sub Bidang Pembinaan Personil dan Karier 
mempunyai fungsi: 
a. Pengumpulan bahan dan pelaksanaan pengembangan kualitas 

pegawai melalui program tugas belajar dan izin belajar 
Pegawai Negeri Sipil ; 

b. Pengkoordinasian dan pengumpulan data dalam daftar 
nominative pendidikan dan pelatihan (diklat) struktural dan 
fungsional guna peningkatan derajat profesionalisme pegawai  ; 

c. Pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijasah ; 
d. Penyiapan dan penyusunan bahan administrasi penugasan, 

izin dan dispensasi pegawai ; 
e. Pengurusan kenaikan pangkat baik struktural maupun 

fungsional; 
f. Pengkoordinasian dan pengusulan pemberian penghargaan/ 

tanda jasa atau lain sebagainya kepada pegawai yang 
berprestasi; 

g. Pemberian pembinaan mental atau pembinaan teknis lainnya 
kepada para pegawai; 

h. Penyiapan, pengkoordinasian, penginformasian dan 
penyusunan tahapan-tahapan dalam proses penjenjangan 
karier pegawai ; 

i. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. 
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Pasal 51 
 

(1) Kepala Sub Bidang Mutasi mempunyai tugas menyiapkan dan 
melaksanakan mutasi, penyelesaian hukuman disiplin, 
pengangkatan dalam dan dari jabatan, pemindahan, serta 
perubahan status kepegawaian. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Kepala Sub Bidang Mutasi mempuyai fungsi : 
a. Penyiapan kebijakan teknis yang berkaitan dengan administrasi 

jabatan struktural  Pegawai Negeri Sipil ; 
b. Penghimpunan dan pengolahan data Pegawai Negeri Sipil 

sebagai bahan pembahasan Badan Pertimbangan Jabatan dan 
Kepangkatan untuk diusulkan dalam pengisian dan 
pengangkatan jabatan struktural ; 

c. Pemprosesan pengangkatan dan pemindahan Pegawai Negeri 
Sipil dalam jabatan struktural ; 

d. Penghimpunan dan pengolahan data kepegawaian Pegawai 
Negeri Sipil sebagai bahan perencanaan dan penempatan 
Pegawai Negeri Sipil/ unsur staf pada satuan kerja di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ; 

e. Pelaksanaan kegiatan pelantikan pejabat struktural, pejabat 
fungsional, serah terima jabatan struktural dan serah terima 
jabatan fungsional; 

f. Pelaksanaan penyelesaian pindah antar Daerah/ Instansi bagi 
Pegawai Negeri Sipil struktural maupun fungsional; 

g. Pengajuan perubahan status kepegawaian; 
h. Pengkoordinasian dan bekerja sama dengan Bagian 

Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah dalam 
menyusun analisa formasi jabatan dan beban kerja; 

i. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. 

 
Pasal 52 

 
(1) Bidang Dokumentasi dan Informasi Pegawai dipimpin oleh seorang 

Kepala Bidang dan bertanggung jawab kepada kepala Badan 
melalui Sekretaris. 

(2) Kepala Bidang Dokumentasi dan Informasi mempunyai tugas 
melaksanakan pengumpulan, penyusunan, pengolahan, 
penyimpanan dan pemeliharaan dokumentasi  kepegawaian serta 
menyajikan informasi kepegawian. 

(3) Untuk menyelenggarakan tugas, Kepala Bidang Dokumentasi dan 
Informasi mempunyai fungsi : 
a. Pelaksanaan kegiatan pengumpulan, penyusunan, pengolahan, 

penyimpanan dan pemeliharaan bahan dalam rangka 
penyusunan data pegawai sertas perumusan kebijakasanaan 
teknis yang berkaitan dengan pengelolaan sistem informasi 
kepegawian daerah; 

b. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi lain 
dalam sistematisasi data kepegawaian sebagai bahan untuk 
perencanaan kepegawaian di daerah; 

c. Penyediaan sarana dan prasarana jaringan sistem informasi 
kepegawaian di daerah; 

d. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Badan sesuai dengan bidang tugasnya. 
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Pasal 53 
 

(1) Bidang Dokumentasi dan Informasi terdiri dari : 
a. Sub Bidang Dokumentasi; 
b. Sub Bidang Data Elektronik dan Penyajian Informasi. 

(2) Masing-masing  Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub 
Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 
Dokumentasi dan Informasi. 

 
Pasal 54 

 
(1) Kepala Sub Bidang Dokumentasi mempunyai tugas 

mempersiapkan bahan penyusunan dan program pengelolaan dan 
pemeliharaan dokumentasi serta sarana penunjangnya. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Kepala Sub Bidang Dokumentasi mempuyai fungsi : 

a. Pelaksanaan koordinasi pendataan dengan satuan kerja di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ; 

b. Pelaksanaan pengelolaan, perawatan, register dan 
pengendalian data personal record office (arsip perorangan 
PNS) ; 

c. Penyiapan prosedur teknis pengolahan data Pegawai Negeri 
Sipil ; 

d. Penyiapan bahan-bahan laporan dan menganalisa hasil 
pendataan, publikasi dan dokumentasi data secara manual 
maupun elektronik ; 

e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. 

 
Pasal 55 

 
(1) Kepala Sub Bidang Data Elektronik dan Penyajian Informasi 

mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana 
dan program sistematisasi data dan informasi kepegawaian. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Kepala Sub Bidang Data Elektronik dan Penyajian Informasi 
mempuyai fungsi : 

a. Perawatan dan pengembangan hardware dan software Sistem 
Informasi Kepegawaian (SIMPEG) ; 

b. Pelaksanaan kerjasama di bidang Informasi Kepegawaian 
dengan lembaga/ instansi/ pihak swasta di luar Pemerintah 
Daerah ; 

c. Perencanaan, penyusunan pembangunan dan perawatan 
Program Aplikasi di bidang kepegawaian ; 

d. Pelaksanaan pengelolaan, register dan pengendalian data 
kepegawaian secara elektronik ; 

e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. 

 
Pasal 56 

 
(1) Bidang Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala 

Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui 
Sekretaris. 
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(2) Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas 
melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pendidikan dan 
pelatihan bagi aparatur pegawai negeri sipil (baik prajabatan 
maupun latihan dalam jabatan) dengan pedoman pada peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Untuk menyelenggarkan tugas, Kepala Bidang Pendidikan dan 
Pelatihan Pegawai mempunyai fungsi : 
a. Perumusan bahan kebijakan dan analisa kebutuhan dan 

pendidikan dan latihan bagi aparatur pemerintah daerah; 
b. Penyusunan program pelaksanaan pendidikan dan latihan 

serta melakukan evaluasi hasil pelaksanaan pendidikan dan 
latihan; 

c. Pelaksanaan pengajaran dan pelatihan, tenaga pengajar, 
peserta pendidikan dan latihan serta alumni; 

d. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan rekomendasi hasil 
pendidikan dan latihan dalam rangka pengembangan karier 
pegawai ; 

e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Badan sesuai dengan bidang tugasnya. 

 
Pasal 57 

 
(1) Bidang Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari : 

a. Sub Bidang Penjenjangan; 
b. Sub Bidang Teknis Fungsional. 

(2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan dan 
Pelatihan. 

 
Pasal 58 

 
(1) Kepala Sub Bidang Penjenjangan mempunyai tugas 

melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan pendidikan dan 
pelatihan manejemen. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Kepala Sub Bidang Penjenjangan mempuyai fungsi : 
a. Penyiapan dan pelaksanaan pengajaran pendidikan dan 

pelatihan teknis ; 
b. Penyediaan tenaga pengajar dan kualifikasi pengajar 

pendidikan dan pelatihan teknis ; 
c. Penyusunan data tenaga pengajar, peserta dan alumni 

pendidikan dan pelatihan teknis ; 
d. Penyiapan bahan pelajaran dan alat bantu pendidikan dan 

pelatihan teknis ; 
e. Penyiapan dan pelaksanaan pengajaran pendidikan dan 

pelatihan kepemimpinan ; 
f. Penyediaan tenaga pengajar dan kualifikasi pengajar 

pendidikan dan pelatihan kepemimpinan ; 
g. Penyusunan data tenaga pengajar, peserta dan alumni 

pendidikan dan pelatihan kepemimpinan ; 
h. Penyiapan bahan pelajaran dan alat bantu pendidikan dan 

pelatihan kepemimpinan ; 
i. Pelaksanaan hubungan kerja sama dengan lembaga 

pemerintah dan non pemerintah dalam pelatihan managemen; 
j. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. 
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Pasal 59 
 

(1) Kepala Sub Bidang Teknis Fungsional mempunyai tugas 
melaksanakan pembinaan, pendidikan dan pelatihan teknik 
fungsional dan penataran. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Kepala Sub Bidang Teknis Fungsional mempuyai fungsi : 
a. Penyiapan dan pelaksanaan pengajaran pendidikan dan 

pelatihan teknis fungsional ; 
b. Penyediaan tenaga pengajar dan kualifikasi pengajar 

pendidikan dan pelatihan teknis fungsional; 
c. Penyusunan data tenaga pengajar, peserta dan alumni 

pendidikan dan pelatihan teknis fungsional; 
d. Penyiapan bahan pelajaran dan alat bantu pendidikan dan 

pelatihan teknis fungsional; 
e. Pelaksanaan hubungan kerja sama dengan lembaga 

pemerintah dan non pemerintah dalam pelatihan teknis 
fungsional dan penataran; 

f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. 

 
Pasal 60 

 
(1) UPT Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas BKD sesuai dengan nomenklatur 
serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 

(2) UPT Badan Kepegawaian Daerah dibentuk dan ditetapkan dengan 
Peraturan perundang-undangan berdasarkan kebutuhan daerah 
serta telah memenuhi kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
Pasal 61 

 
(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan 
kebutuhan. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud  pada  ayat 
(1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional 
yang terbagi dalam berbagai kelompok  sesuai dengan bidang 
keahliannya, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

(3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), diatur sesuai dengan Peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

 
 
 

Bagian Keempat 
BADAN KESATUAN BANGSA,  POLITIK DAN  

PERLINDUNGAN MASYARAKAT 
 

Pasal 62 
 

(1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan 
Masyarakat bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris 
Daerah. 
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(2) Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan 
Masyarakat mempunyai tugas memimpin Badan Kesatuan 
Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dalam  
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di 
bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat    ; 

(3) Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan 
Masyarakat, mempunyai fungsi: 

a. Pelaksanaan Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan 
Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; 

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan 
Masyarakat; 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan 
Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; 

d. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati 
sesuai bidang tugasnya. 

 
Pasal 63 

 
(1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan 

tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 
(2) Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan 

memberikan pelayanan administratif. 
(3) Sekretaris dalam melaksanakan tugas di maksud ayat (2), 

mempunyai fungsi : 
a. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana 

program kerja ; 
b. Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan 

laporan kinerja; 
c. Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis 

fungsional; 
d. Penyusunan, pengiventarisasian dan pengkoordinasian data 

dalam rangka penatausahaan; 
e. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, program 

dan laporan; 
f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 

Badan sesuai bidang tugasnya. 
 

Pasal 64 
 

(1) Sekretariat  terdiri dari : 
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; 
b. Sub Bagian Keuangan; 
c. Sub Bagian Program dan Laporan. 

(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub 
Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Sekretaris. 

 
Pasal 65 

 
(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas 

memberikan pelayanan administratif urusan umum dan urusan 
kepegawaian.  

(2) Untuk melaksanakan tugas ini, Kepala Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian mempunyai fungsi :  
a. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga ; 
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b. Pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan; 
c. Penyelenggaraan pengelolaan tata usaha kepegawaian yang 

meliputi pengumpulan data pegawai, buku induk pegawai, 
mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat, pembinaan karir dan 
pensiun pegawai; 

d. Penyusunan informasi dan perencanaan pegawai; 
e. Penyusunan administrasi serta evaluasi kepegawaian; 
f. Penyelenggaraan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan 

disiplin pegawai; 
g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris 

sesuai dengan bidang tugasnya. 
 

Pasal 66 
 

(1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas memberikan 
pelayanan administrasi keuangan.  

(2) Untuk melaksanakan tugas ini, Kepala Sub Bagian Keuangan 
mempunyai fungsi  : 
a. Penghimpunan dan pengolahan bahan-bahan untuk menyusun 

anggaran; 
b. Penyiapan penyusunan rancangan, Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah; 
c. Pengelolaan tata usaha keuangan dan pembukuan realisasi 

Anggaran Pendapatan dan Belanja; 
d. Pelaksanaan perhitungan anggaran dan verifikasi; 
e. Penyelenggaraan tata usaha pembayaran gaji pegawai; 
f. Pengurusan keuangan perjalanan dinas; 
g. Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan dibidang 

keuangan; 
h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris 

sesuai dengan bidang tugasnya. 
 

Pasal 67 
 

(1) Kepala Sub Bagian Program dan Laporan mempunyai tugas 
pelayanan administratif dalam menyiapkan bahan penyusunan, 
penghimpunan, pengolahan, penyimpanan, evaluasi program dan 
laporan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas ini, Kepala Sub Bagian Program dan 
Laporan mempunyai fungsi: 
a. Pengumpulan dan pengadaan sistematisasi data untuk bahan 

penyusunan program; 
b. Pelaksanaan tugas pengumpulan dan penyajian data statistik; 
c. Perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana program; 
d. Pengelolaan, inventarisasi, pengkajian, dan analisis pelaporan; 
e. Penginventarisasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil 

pengawasan; 
f. Penyelenggaraan kerjasama pengawasan; 
g. Pelaksanaan analisis dan evaluasi serta pengendalian 

pelaksanaan program dan proyek; 
h. Penghimpunan dan pengadaan sistematisasi data dan 

menyusun dokumentasi peraturan perundang-undangan dan 
hasil pembangunan; 

i. Pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tata 
laksana; 

j. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris 
sesuai dengan bidang tugasnya. 
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Pasal 68 

 

(1) Bidang Hubungan Antar Lembaga dipimpin oleh seorang Kepala 
Bidang yang dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab 
kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. 

(2) Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas 
melaksanakan dan merumuskan kegiatan-kegiatan antar lembaga-
lembaga supra dan infra struktur politik dalam rangka mewujudkan 
sistem politik yang demokratis dan harmonis yang berbasis pada 
makin berfungsinya lembaga dimaksud, yang dilandasi oleh 
menguatnya etika, moral dan kultur politik yang beradap. 

(3) Untuk melaksanakan tugas di maksud, Kepala Bidang Hubungan 
Antar Lembaga mempunyai fungsi : 

a. Perumusan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan 
dengan fasilitasi pelaksanaan hubungan lembaga legislatif; 

b. Perumusan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan 
dengan hubungan organisasi kemasyarakatan dan LSM; 

c. Pengevaluasian pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan 
hubungan antar lembaga; 

d. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan Kepala Badan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

 
Pasal 69 

 

(1) Bidang Hubungan Antar Lembaga terdiri dari : 

a. Sub Bidang Lembaga Legislatif, Penyelenggara Pemilu dan 
Partai Politik; 

b. Sub Bidang Ormas, Organisasi Profesi dan Lembaga Swadaya 
Masyarakat. 

(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud dipimpin oleh 
seorang Kepala Sub Bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya 
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Hubungan Antar 
Lembaga. 

 
Pasal 70 

 

(1) Kepala Sub Bidang Lembaga Legislatif, Penyelenggara Pemilu 
dan Partai Politik mempunyai tugas merumuskan dan 
melaksanakan kebijakan dalam urusan lembaga legislatif, 
penyelenggara pemilu dan partai politik. 

(2) Untuk melaksanakan tugas di maksud, Kepala Sub Bidang 
Lembaga Legislatif, Penyelenggara Pemilu dan Partai Politik 
mempunyai fungsi : 

a. Pelaksanaan kebijakan yang berhubungan dengan lembaga 
legislatif, eksekutif dan lembaga-lembaga lain serta fasilitasnya; 

b. Pelaksanaan kebijakan yang berhubungan dengan fasilitasi 
penyelenggara pemilu dan partai politik; 

c. Pelaksanaan kegiatan inventarisasi,  pemantauan dan 
pemberdayaan partai politik; 

d. Pelaksanaan evaluasi dan laporan sesuai bidang tugasnya; 

e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. 
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Pasal 71 
 

(1) Kepala Sub Bidang Ormas, Organisasi Profesi dan Lembaga 
Swadaya Masyarakat mempunyai tugas merumuskan dan  
melakukan kebijakan yang berhubungan dengan ormas, organisasi 
profesi dan LSM serta fasilitasnya. 

(2) Untuk melaksanakan tugas di maksud, Kepala Sub Bidang Ormas, 
Organisasi Profesi dan Lembaga Swadaya Masyarakat  
mempunyai fungsi : 
a. Pelaksanaan inventarisasi dan pemberdayaan organisasi 

masyarakat, organisasi profesi dan Lembaga Swadaya 
Masyarakat; 

b. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan tentang 
keberadaan dan kegiatan organisasi masyarakat, organisasi 
profesi dan Lembaga Swadaya Masyarakat; 

c. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang sesuai dengan dibang tugasnya. 

 
Pasal 72 

 
(1) Bidang Kesatuan Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang 

yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada 
Kepala Badan melalui Sekretaris. 

(2) Kepala Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan 
dan merumuskan kegiatan-kegiatan kesatuan bangsa dalam 
rangka mewujudkan iklim kehidupan bangsa yang demokratis, 
dinamis, tentram dan damai yang ditopang oleh makin mantapnya 
wawasan kebangsaan, integritas bangsa dan ketahanan bangasa 
serta didukung situasi dan kondisi yang kondusif. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Kepala Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi : 
a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan 

ketahanan bangsa, wawasan kebangsaan, dan demokratisasi 
serta hak asasi manusia; 

b. Pelaksanaan pemberdayaan terhadap semua elemen bangsa 
dalam rangka untuk meningkatkan wawasan kebangsaan, 
ketahanan bangsa; 

c. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat tentang pemahaman 
dan pelaksanaan serta peningkatan demokratisasi dan hak 
asasi manusia; 

d. Pelaksanaan Pemberdayaan terhadap forum-forum masyarakat 
yang ada guna meningkatkan kerukunan masyarakat demi 
tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia; 

e. Pengevaluasian pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan 
kesatuan bangsa; 

f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Badan sesuai dengan bidang tugasnya. 

 
Pasal 73 

 
(1) Bidang Kesatuan Bangsa terdiri dari : 

a. Sub Bidang Ketahanan Bangsa 
b. Sub Bidang Demokratisasi dan Hak Asasi Manusia. 

(2) Masing-masing Sub Bidang dimaksud dipimpin oleh  seorang 
Kepala Sub Bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya 
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kesatuan Bangsa. 
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Pasal 74 
 

(1) Kepala Sub Bidang Ketahanan Bangsa mempunyai tugas 
merumuskan dan melaksanakan kebijakan ketahanan bangsa dan 
pemberdayaan elemen bangsa yang berkaitan dengan pembauran 
bangsa dan wawasan kebangsaan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas di maksud, Kepala Sub Bidang 
Ketahanan Bangsa mempunyai fungsi : 
a. Pemberdayaan terhadap forum-forum masyarakat yang ada 

guna meningkatkan  kerukunan antar suku, agama ras, dan 
antar golongan masyarakat demi tegaknya negara kesatuan 
republik Indonesia; 

b. Penginventirasasian dan monitoring terhadap keberadaan dan 
kegiatan orang asing, NGO dan lembaga asing; 

c. Pelaksanaan evaluasi dan laporan sesuai bidang tugasnya; 
d. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 

Badan sesuai dengan bidang tugasnya. 
 

Pasal 75 
 

(2) Sub Bidang Demokratisasi dan Hak Asasi Manusia mempunyai 
tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan demokratisasi 
dan HAM serta fasilitasinya. 

(3) Untuk melaksanakan tugas di maksud Sub Bidang Demokratisasi 
dan Hak Asasi Manusia mempunyai fungsi : 
a. Pelaksanaan pemberdayaan terhadap elemen bangsa terkait 

dengan demokratisasi dan Hak Asasi Manusia; 
b. Pelaksanaan evaluasi dan laporan sesuai bidang tugasnya; 
c. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 

Badan sesuai dengan bidang tugasnya. 
 

Pasal 76 
 

(1) Bidang Pengkajian Masalah Strategi Daerah dipimpin oleh seorang 
Kepala Bidang yang dalam menjalankan  tugasnya bertanggung 
jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. 

(2) Kepala Bidang Pengkajian Masalah Strategi Daerah mempunyai 
tugas menyiapkan perumusan kebijakan pengkajian masalah 
strategi daerah dan melakukan fasilitasinya dalam rangka 
mewujudkan situasi dan kondisi yang kondusif demi lancarnya 
penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 
sesuai dengan jiwa dan semangat Otonomi Daerah. 

(3) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Kepala Bidang Pengkajian Masalah Strategi Daerah mempunyai 
fungsi : 
a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengkajian masalah 

strategi daerah di bidang ideologi dan politik serta fasilitasinya; 
b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengkajian masalah 

strategi daerah di bidang ekonomi dan sosial budaya serta 
fasilitasinya; 

c. Pelaksanaan fasilitasi penanganan konflik dan bekerjasama 
dengan instansi/ lembaga terkait; 

d. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan kebijakan 
pengkajian masalah strategi daerah; 

e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan Kepala Badan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 
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Pasal 77 
 

(1) Bidang Pengkajian Masalah Strategi Daerah terdiri dari : 
a. Sub Bidang Pengkajian Ideologi Politik ; 
b. Sub Bidang Pengkajian Ekonomi dan Sosial Budaya. 

(2) Masing-masing sub bidang sebagaimana dimaksud dipimpin oleh 
seorang Kepala Sub Bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengkajian Masalah 
Strategi Daerah. 

 
Pasal 78 

 
(1) Kepala Sub Bidang Pengkajian Ideologi Politik mempunyai tugas 

merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengkajian 
masalah ideologi politik. 

(2) Untuk melaksanakan tugas di maksud, Kepala Sub bidang 
Pengkajian Ideologi Politik mempunyai fungsi : 

a. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan pemahaman terhadap 
ideologi negara dan wawasan kebangsaan; 

b. Pengkoordinasian lintas sektoral yang berkaitan dengan 
masalah-masalah ideologi dan politik; 

c. Pelaksanaan fasilitasi penanganan konflik di bidang ideologi 
dan politik; 

d. Penginventarisasian dan analisa terhadap sumber-sumber 
konflik dan potensi konflik di bidang ideologi politik 

e. Pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang ideologi politik; 

f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

 
Pasal 79 

 
(1) Kepala Sub Bidang Pengkajian Ekonomi dan Sosial Budaya 

mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di 
bidang pengkajian masalah ekonomi dan sosial budaya dan 
fasilitasinya. 

(2) Untuk melaksanakan tugas di maksud, Kepala Sub Bidang 
Pengkajian Ekonomi dan Sosial Budaya mempunyai fungsi : 
a. Pelaksanaan koordinasi lintas sektoral yang berkaitan dengan 

masalah-masalah ekonomi dan sosial budaya; 
b. Pelaksanaan fasilitasi penanganan konflik dibidang ekonomi 

dan sosial budaya; 
c. Penginventarisasian serta analisa terhadap sumber-sumber 

konflik dan potensi konflik di bidang ekonomi dan sosial 
budaya; 

d. Pemberian rekomendasi ijin penelitian dan sejenisnya; 
e. Pelaksanaan evaluasi dan laporan sesuai bidang tugasnya; 
f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang 

sesuai dengan bidang tugasnya. 
 

Pasal 80 
 

(1) Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana 
Alam dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam 
menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan 
melalui Sekretaris. 
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(2) Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan 
Bencana Alam mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan 
kebijakan di bidang pemberdayaan satuan linmas dan 
penanggulangan bencana dalam rangka mewujudkan kesadaran, 
kemampuan dan peran serta masyarakat dalam perlindungan 
terhadap ancaman bencana yang di dukung oleh mantapnya 
sumber daya manusia satuan linmas dan manejemen 
penanggulangan bencana yang efektif dan efisien. 

(3) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana 
Alam mempunyai fungsi : 
a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan fasilitasi pengerahan 

dan pengendalian satuan linmas; 
b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan fasilitasi rehabilitasi, 

relokasi dan rekonstruksi akibat becana; 
c. Penyusunan pedoman relokasi penduduk yang tertimpa 

bencana relokasi yang aman; 
d. Penyiapan bahan permintaan kebutuhan dan pengerahan serta 

pengendalian sarana dan prasarana penanggulangan bencana; 
e. Pengevaluasian pelaksanaan dan penyusunan laporan 

dibidang linmas dan penanggulangan bencana; 
f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan Kepala Badan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 
 

Pasal 81 
 

(1) Bidang Linmas dan Penanggulangan Bencana Alam terdiri dari : 
a. Sub Bidang Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat; 
b. Sub Bidang Penanggulangan Bencana Alam. 

(2) Masing-masing Sub Bidang dimaksud dipimpin oleh seorang 
Kepala Sub Bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Linmas dan 
Penanggulangan Bencana. 

 
Pasal 82 

 
(1) Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat 

mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan 
kesiagaan linmas dalam mengahadapi gangguan, ancaman 
bencana, dengan melakukan deteksi dini dan analisanya. 

(2) Untuk melaksanakan tugas di maksud, Kepala Sub Bidang 
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi : 

a. Perencanaan dan pelaksanaan pendidikan/ pelatihan bagi 
satuan linmas, dan lembaga masyarakat lainnya dalam rangka 
kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana; 

b. Pengkoordinasian dan kerjasama lintas sektoral dalam upaya 
perlindungan terhadap masyarakat; 

c. Pelaksanaan perlindungan terhadap masyarakat; 

d. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. 

 
Pasal 83 

 
(1) Kepala Sub Bidang Penanggulangan Bencana Alam mempunyai 

tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengerahan dan 
pengendalian sumber daya yang ada dalam rangka 
penanggulangan bencana. 
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(2) Untuk melaksanakan tugas di maksud, Kepala Sub Bidang 
Penanggulangan Bencana Alam mempunyai fungsi : 

a. Pemberian fasilitasi rehabilitasi, relokasi dan rekonstruksi 
akibat bencana; 

b. Perumusan dan pengadaan segala kebutuhan yang 
berhubungan dengan penanganan dan penanggulanngan 
bencana; 

c. Pelaksanaan deteksi dini dan analisa terhadap ancaman 
gangguan bencana; 

d. Pelaksanaan evaluasi dan laporan sesuai bidang tugasnya; 

e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. 

 
Pasal 84 

 
(1) UPT Badan Kesbangpol dan Linmas mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Badan Kesbangpol dan Linmas 
sesuai dengan nomenklaturnya serta tugas-tugas lain yang 
diberikan oleh Kepala Badan. 

(2) UPT Badan Kesbangpol dan Linmas dibentuk dan ditetapkan 
dengan Peraturan perundang-undangan berdasarkan kebutuhan 
Daerah serta telah memenuhi kriteria dan ketentuan yang telah 
ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

 
Pasal 85 

 
(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan 
kebutuhan. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud  pada  ayat 
(1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional 
yang terbagi dalam berbagai kelompok  sesuai dengan bidang 
keahliannya, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

(3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

 
 
 

Bagian Kelima 
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 

 
Pasal 86 

 

(1) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa 
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

(2) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas 
memimpin Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam 
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di 
bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa ; 

(3) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, mempunyai 
fungsi: 

a. Pelaksanaan Perumusan kebijakan teknis di bidang 
Pemberdayaan Masyarakat Desa ; 
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b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan 
Masyarakat Desa; 

d. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati 
sesuai bidang tugasnya. 

 
Pasal 87 

 
(1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan 

tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 
(2) Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan 

memberikan pelayanan administratif. 
(3) Sekretaris dalam melaksanakan tugas di maksud ayat (2), 

mempunyai fungsi : 
a. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana 

program kerja ; 
b. Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan 

laporan kinerja; 
c. Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis 

fungsional; 
d. Penyusunan, pengiventarisasian dan pengkoordinasian data 

dalam rangka penatausahaan; 
e. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, program 

dan laporan; 
f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 

Badan sesuai bidang tugasnya. 
 

Pasal 88 
 

(1) Sekretariat  terdiri dari : 
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; 
b. Sub Bagian Keuangan; 
c. Sub Bagian Program dan Laporan. 

(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub 
Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Sekretaris. 

 
Pasal 89 

 
(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas 

memberikan pelayanan administratif urusan umum dan urusan 
kepegawaian.  

(2) Untuk melaksanakan tugas ini, Kepala Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian mempunyai fungsi :  
a. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga ; 
b. Pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan; 
c. Penyelenggaraan pengelolaan tata usaha kepegawaian yang 

meliputi pengumpulan data pegawai, buku induk pegawai, 
mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat, pembinaan karir dan 
pensiun pegawai; 

d. Penyusunan informasi dan perencanaan pegawai; 
e. Penyusunan administrasi serta evaluasi kepegawaian; 
f. Penyelenggaraan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan 

disiplin pegawai; 
g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris 

sesuai dengan bidang tugasnya. 



 -   37   - 

Pasal 90 
 

(1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas memberikan 
pelayanan administrasi keuangan.  

(2) Untuk melaksanakan tugas ini, Kepala Sub Bagian Keuangan 
mempunyai fungsi  : 
a. Penghimpunan dan pengolahan bahan-bahan untuk menyusun 

anggaran; 
b. Penyiapan penyusunan rancangan, Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah; 
c. Pengelolaan tata usaha keuangan dan pembukuan realisasi 

Anggaran Pendapatan dan Belanja; 
d. Pelaksanaan perhitungan anggaran dan verifikasi; 
e. Penyelenggaraan tata usaha pembayaran gaji pegawai; 
f. Pengurusan keuangan perjalanan dinas; 
g. Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan dibidang 

keuangan; 
h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris 

sesuai dengan bidang tugasnya. 
 

Pasal 91 
 

(1) Kepala Sub Bagian Program dan Laporan mempunyai tugas 
pelayanan administratif dalam menyiapkan bahan penyusunan, 
penghimpunan, pengolahan, penyimpanan, evaluasi program dan 
laporan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas ini, Kepala Sub Bagian Program dan 
Laporan mempunyai fungsi: 
a. Pengumpulan dan pengadaan sistematisasi data untuk bahan 

penyusunan program; 
b. Pelaksanaan tugas pengumpulan dan penyajian data statistik; 
c. Perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana program; 
d. Pengelolaan, inventarisasi, pengkajian, dan analisis pelaporan; 
e. Penginventarisasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil 

pengawasan; 
f. Penyelenggaraan kerjasama pengawasan; 
g. Pelaksanaan analisis dan evaluasi serta pengendalian 

pelaksanaan program dan proyek; 
h. Penghimpunan dan pengadaan sistematisasi data dan 

menyusun dokumentasi peraturan perundang-undangan dan 
hasil pembangunan; 

i. Pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tata 
laksana; 

j. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

 
Pasal 92 

 
(1) Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa dipimpin oleh 

seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya 
bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris 
Badan. 

(2) Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa 
mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan fasilitasi 
penyiapan dan pengembangan kelembagaan masyarakat, 
pengembangan sumber daya masyarakat serta menggerakkan 
motivasi swadaya gotong  royong masyarakat. 
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(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa 
mempunyai fungsi : 
a. Pelaksanaan kebijakan fasilitasi penyiapan dan pengembangan 

kelembagaan kemasyarakatan serta peningkatan kerjasama 
antar lembaga kemasyarakatan ; 

b. Pelaksanaan fasilitasi pendayagunaan peran lembaga 
kemasyarakatan ; 

c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan lembaga 
kemasyarakatan ; 

d. Pelaksanaan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pengembangan 
dan peningkatan pendayagunaan sumber daya masyarakat ; 

e. Penyusunan standarisasi penyelenggaraan pelatihan 
masyarakat ; 

f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi perkembangan Desa ; 
g. Pelaksanaan sosialisasi dan motivasi peran serta masyarakat 

dalam pembangunan dan swadaya gotong royong ; 
h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 

Badan sesuai dengan bidang tugasnya. 
 

Pasal 93 
 

(1) Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa terdiri dari : 
a. Sub Bidang Bina Lembaga Desa/ Kelurahan ; 
b. Sub Bidang Bina Kesejahteraan Masyarakat. 

(2) Masing-masing Sub Bidang di maksud dipimpin oleh seorang 
Kepala Sub Bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan 
Lembaga Masyarakat Desa. 

 
Pasal 94 

 
(1) Kepala Sub Bidang Bina Lembaga Desa/ Kelurahan mempunyai 

tugas menyiapkan rumusan pedoman pengembangan lembaga 
Desa/ Kelurahan dan memfasilitasi kerja sama antar lembaga 
Desa/ Kelurahan, BPD, LPMD dan lembaga-lembaga lainnya serta 
merumuskan pedoman lain yang terkait. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Kepala Sub Bidang Bina Lembaga Desa/Kelurahan 
mempunyai fungsi: 
a. Peningkatan  dan pendayagunaan  peran serta  lembaga Desa/ 

Kelurahan serta koordinasi dan pemanfaatan potensi 
sumberdaya pembangunan ; 

b. Pembantuan dalam pemberian bimbingan teknis lembaga 
Desa/ Kelurahan dan lembaga lembaga lainnya ; 

c. Pengembangan kerjasama dan forum koordinasi antar Desa/ 
Kelurahan dalam rangka pemberdayaan lembaga masyarakat 
desa ; 

d. Pendataan profil desa/kelurahan dan Kecamatan sebagai 
bahan perencanaan dan evaluasi kegiatan ; 

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan  pelaporan  peningkatan  
dan pendayagunaan peran lembaga Desa/ Kelurahan; 

f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. 
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Pasal 95 
 

(1) Kepala Sub Bidang Bina Kesejahteraan Masyarakat  mempunyai 
tugas menyiapkan pedoman dan melaksanakan bimbingan 
pengembangan motivasi masyarakat, pengembangan swadaya 
gotong royong masyarakat dalam membina dan meningkatkan 
Kesejahteraan Masyarakat. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Kepala Sub Bidang Bina Kesejahteraan Masyarakat  
mempunyai fungsi : 
a. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan gerakan masyarakat dalam 

membangun pengembangan sistem keswadayaan masyarakat 
dan pendayagunaan kader pembangunan ; 

b. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan dan kesadaran sosial 
masyarakat, peningkatan dan pelestarian swadaya gotong 
royong masyarakat dan pengembangan kesadaran sosial 
masyarakat dalam pembangunan ; 

c. Pengembangan potensi Sumber Daya Manusia dan pendataan 
sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui pelatihan ; 

d. Penyusunan kebijakan  teknis  dan  memfasilitasi  pelaksanaan 
pengembangan sistem manajemen pemberdayaan masyarakat 
yang terpadu dan  partisipatif ; 

e. Pengevaluasian keberhasilan pembangunan masuk 
Desa/Kelurahan dan penilaian perkembangan pembangunan 
desa/kelurahan ; 

f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. 

 
Pasal 96 

 
(1) Bidang Pengembangan Pembangunan Desa dipimpin oleh 

seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya 
bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris 
Badan. 

(2) Kepala Bidang Pengembangan Pembangunan Desa mempunyai 
tugas melaksanakan pengembangan Desa/ Kelurahan yang 
meliputi pendataan, evaluasi dan lomba Desa/ Kelurahan, unit 
daerah kerja pembangunan, tata desa serta pengembangan 
kawasan desa terpadu, dalam rangka pemberdayaan masyarakat. 

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), Kepala Bidang Pengembangan Pembangunan Desa 
mempunyai fungsi : 
a. Pengumpulan data, pengolahan data dan evaluasi data serta 

evaluasi program-program pembangunan yang masuk Desa/ 
Kelurahan; 

b. Penyusunan rencana dan progam pengembangan manajemen 
pembangunan Desa/ Kelurahan dan Kecamatan; 

c. Pelaksanaan bimbingan dan evaluasi pembangunan Desa/ 
Kelurahan melalui pelaksanaan lomba Desa/ Kelurahan; 

d. Pemberian petunjuk dan bimbingan teknis penerapan pola tata 
Desa/ Kelurahan serta pemantauan dan evaluasi tingkat 
pembangunan Desa/ Kelurahan dan Kecamatan; 

e. Penyusunan bahan pembinaan masyarakat Desa/ Kelurahan 
dan bimbingan teknis pelaksanaan program pengembangan 
Desa/ Kelurahan; 
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f. Penyusunan bahan pembinaan masyarakat Desa/ Kelurahan 
dan bimbingan teknis pelaksanaan program pengembangan 
kawasan desa terpadu; 

g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Badan sesuai dengan bidang tugasnya. 

 
Pasal 97 

 
(1) Bidang Pengembangan Pembangunan Desa terdiri dari : 

a. Sub Bidang Pendataan dan Evaluasi ; 
b. Sub Bidang Perencanaan Program Pembangunan. 

(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam 
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala 
Bidang Pengembangan Pembangunan Desa. 

 
Pasal 98 

 
(1) Kepala Sub Bidang Pendataan dan Evaluasi mempunyai tugas 

melaksanakan pemantauan, pengumpulan data, pengolahan data 
dan analisa data tingkat perkembangan Desa/ Kelurahan serta 
mempersiapkan petunjuk teknis dan melakukan bimbingan 
pelaksanaan evaluasi pembangunan Desa/ Kelurahan melalui 
pelaksanaan lomba Desa/ Kelurahan. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Kepala Sub Bidang Pendataan dan Evaluasi mempunyai 
fungsi : 
a. Pengumpulan data, pengolahan data dan evaluasi data serta 

evaluasi program-program pembangunan yang masuk Desa/ 
Kelurahan; 

b. Pemberian petunjuk dan bimbingan teknis penerapan pola tata 
Desa/ Kelurahan serta pemantauan dan evaluasi tingkat 
pembangunan Desa/ Kelurahan dan Kecamatan; 

c. Penyusunan bahan pembinaan masyarakat desa dan 
bimbingan teknis pelaksanaan program pengembangan 
kawasan desa terpadu; 

d. Pelaksanaan bimbingan dan evaluasi pembangunan Desa/ 
Kelurahan melalui pelaksanaan lomba Desa/ Kelurahan; 

e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. 

 
Pasal 99 

 
(1) Kepala Sub Bidang Perencanaan Program Pembangunan 

mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan dan 
menyusun program pembangunan Desa/ Kelurahan. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Kepala Sub Bidang Perencanaan Program Pembangunan 
mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan rencana dan progam pengembangan manajemen 

pembangunan Desa/ Kelurahan dan Kecamatan; 
b. Pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan model program-program 

pembangunan pedesaan/ kelurahan;  
c. Pembinaan dan memfasilitasi model pengembangan Desa/ 

Kelurahan dan  Kecamatan percontohan ; 
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d. Penyusunan kebijakan teknis dan memfasilitasi pelaksanaan 
inventarisasi program-program pembangunan masuk Desa/ 
Kelurahan dan penyusunan pedoman pengkajian tingkat 
perkembangan desa dalam rangka optimalisasi pembangunan 
Desa/ Kelurahan; 

e. Penyusunan kebijakan teknis dan memfasilitasi pelaksanaan 
program-program kerja sama teknis evaluasi perkembangan 
Desa/ Kelurahan dengan instansi terkait, Lembaga Non 
Departemen maupun Lembaga lainnya serta pengawasan 
tindak lanjut program-program pembangunan ; 

f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. 

 
Pasal 100 

 
(1) Bidang Sumber Daya Desa, Kekayaan Desa dan Teknologi Tepat 

Guna dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam 
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan 
melalui Sekretaris Badan. 

(2) Kepala Bidang Sumber Daya Desa, Kekayaan Desa Dan 
Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan usaha-
usaha pemanfaatan sumber daya desa, penataan perumahan dan 
pemukiman pedesaan, pemasyarakatan pemanfaatan dan 
pengembangan teknologi tepat guna dalam rangka pemberdayaan 
masyarakat. 

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), Kepala Bidang Sumber Daya Desa, Kekayaan Desa dan 
Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi : 

a. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan masyarakat desa 
dalam rangka pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya desa, 
pemasyarakatan dan pemanfaatan teknologi tepat guna; 

b. Penyusunan petunjuk operasional pengembangan kerjasam 
rehabilitasi sumberdaya desa, pengembangan kerjasama 
pendayagunaan dan pengkajian teknologi tepat guna; 

c. Penyusunan program dalam rangka pemberdayaan 
masyarakat desa untuk meningkatkan mutu perumahan dan 
lingkungan pemukiman pedesaan yang sehat dan serasi; 

d. Penyusunan , pengolah dan penganalisa data pengembangan 
sarana dan prasarana desa, pengembangan teknologi tepat 
guna; 

e. Penyusunan petunjuk operasional pemasyarakatan dan 
pemanfaatan teknologi tepat guna; 

f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Badan sesuai dengan bidang tugasnya. 

 
Pasal 101 

 
(1) Bidang  Sumber Daya Desa, Kekayaan Desa dan Teknologi Tepat 

Guna terdiri dari : 
a. Sub Bidang Perumahan, Lingkungan, Kawasan Terpadu dan 

Kekayaan Desa ; 
b. Sub Bidang Pemasyarakatan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat 

guna. 
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(2) Masing-masing sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam 
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala 
Bidang Sumberdaya Desa, Kekayaan Desa dan Teknologi Tepat 
Guna. 

 
Pasal 102 

 
(1) Kepala Sub Bidang Perumahan, Lingkungan, Kawasan Terpadu 

dan Kekayaan Desa mempunyai tugas melaksanakan identifikasi, 
menyusun perencanaan, memberikan petunjuk teknis 
pelaksanaan, evaluasi dan laporan pemugaran perumahan, 
lingkungan dan penataan pemukiman pedesaan serta 
pemanfaatan, pelestarian sumberdaya alam dan kekayaan desa. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Kepala Sub Bidang Perumahan, Lingkungan, Kawasan 
Terpadu dan Kekayaan Desa mempunyai fungsi : 
a. Pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan model program-program 

pengembangan kawasan pedesaan, kawasan antar desa dan 
kelurahan, pengembangan desa-desa miskin, desa terisolir dan 
terbelakang secara terpadu dan partisipatif ; 

b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi lingkungan perumahan 
pedesaan, kawasan terpadu dan kekayaan desa; 

c. Penyiapan pedoman dan fasilitasi pengembangan perumahan 
pedesaan, lingkungan, kawasan terpadu dan kekayaan desa; 

d. Penyiapan pedoman dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan 
Sumber Daya Desa; 

e. Pengkoordinasian, fasilitasi dan pengawasan pemanfaatan 
kawasan terpadu dan kekayaan desa; 

f. Penginventarisasian data perumahan pedesaan, lingkungan 
pedesaan, kawasan terpadu dan kekayaan desa; 

g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. 

 
Pasal 103 

 
(1) Kepala Sub Bidang Pemasyarakatan dan Pemanfaatan Teknologi 

Tepat Guna mempunyai tugas menyusun petunjuk dan bimbingan 
teknis serta usaha-usaha lainnya untuk pemasyarakatan teknologi 
tepat guna melalui (Pos Pelayanan Teknis Desa) posyantekdes, 
dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Kepala Sub Bidang Pemasyarakatan dan Pemanfaatan 
Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi 
a. Perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi pelaksanaan 

pengembangan Teknologi Tepat Guna serta pemasyarakatan 
dan bantuan Teknologi Tepat Guna ; 

b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan kerjasama 
dengan Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat 
(LSM), dan pihak-pihak lain dalam pengembangan Teknologi 
Tepat Guna; 

c. Pelaksanaan  fasilitasi dan inovatif dalam pengembangan 
Teknologi Tepat Guna; 

d. Pelaksanaan  evaluasi dan monitoring kepada masyarakat 
tentang pelaksanaan kegiatan pemanfaatan Teknologi Tepat 
Guna; 
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e. Pelaksanaan pembinaan, monitoring, pengkajian kerjasama 
teknologi tepat guna, dan pemasyarakatan teknologi tepat 
guna; 

f. Penyusunan strategi pengembangan pemberdayaan teknologi 
tepat guna yang ramah lingkungan ;  

g. Pelaksanaan inventarisasi, klasifikasi data institusi usaha 
teknologi tepat guna yang ramah lingkungan ; 

h. Pelaksanaan pemberian bantuan informasi dan transformasi 
teknologi tepat guna yang ramah lingkungan ; 

i. Pembangunan sistem (Pos Pelayanan Teknis Desa) 
Posyantekdes dalam mengakomodir segala kebutuhan 
Teknologi Tepat Guna; 

j. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. 

 
Pasal 104 

 
(1) Bidang Ketahanan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang kepala 

bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab 
kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan; 

(2) Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat Desa mempunyai tugas 
melaksanakan kebijaksanaan di bidang ketahanan masyarakat 
desa yang meliputi peningkatan peranan kelembagaan masyarakat 
desa, peningkatan keterampilan dan bimbingan motivasi 
masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, 
melaksanakan usaha ekonomi desa yang meliputi bantuan 
pembangunan, produksi, perkreditan, tenaga kerja dan pembinaan 
sektor informal dalam rangka meningkatkan pemberdayaan 
masyarakat desa. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat Desa mempunyai fungsi : 
a. Pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data di bidang 

kelembagaan masyarakat desa, peningkatan kesejahteraan 
keluarga, pengembangan perpustakaan desa; 

b. Pemberian bimbingan teknis dan motivasi terhadap kegiatan 
lembaga desa, lembaga swadaya masyarakat lainnya; 

c. Pemberian pembinaan dan peningkatan pengetahuan serta 
ketrampilan pengurus lembaga kemasyarakatan desa; 

d. Pemberian bimbingan dan petunjuk teknis pembinaan lembaga 
swadaya masyarakat pada umumnya serta peningkatan 
peranan generasi muda ; 

e. Penyusunan program dan petunjuk teknis pelaksanaan serta 
evaluasi bantuan pengembangan desa; 

f. Penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan 
pengembangan perkreditan desa, lumbung desa dan tabungan 
masyarakat lainnya; 

g. Penyusunan pedoman pembinaan usaha peningkatan produksi 
desa, pemasaran dan lapangan kerja dan sektor informasi 
lainnya; 

h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Badan sesuai dengan bidang tugasnya. 

 
Pasal 105 

 
(1) Bidang Ketahanan Masyarakat Desa terdiri dari : 

a. Sub Bidang Pemberdayaan Pembangunan Sarana dan 
Prasarana Desa; 
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b. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. 
(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan 
Masyarakat Desa. 

 
Pasal 106 

 
(1) Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Pembangunan Sarana dan 

Prasarana Desa mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis 
dan fasilitasi penyiapan pembangunan sarana dan prasarana 
Desa/ Kelurahan. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Pembangunan Sarana dan 
Prasarana Desa mempunyai fungsi : 

a. Perumusan  dan fasilitasi pendayagunaan peran  masyarakat 
dalam pembangunan sarana dan prasarana Desa/ Kelurahan ; 

b. Pengkoordinasian, fasilitasi, monitoring, dan pelaporan 
kegiatan Pengembangan Sistem Managemen Pembangunan 
Partisipatif (SMPP); 

c. Perumusan pedoman evaluasi dan monitoring pelaksanaan 
kegiatan usaha pembangunan sarana dan prasarana Desa/ 
Kelurahan ; 

d. Pelaksanaan inventarisasi, klasifikasi data potensi prasarana 
dan sarana pedesaan ; 

e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana 
dan prasarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan 
penyehatan lingkungan pedesaan; 

f. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan sarana dan 
prasarana Desa/ Kelurahan; 

g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. 

 
Pasal 107 

 
(1) Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat  

mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dan fasilitasi 
penyiapan dan pengembangan usaha ekonomi desa, lembaga 
ekonomi desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta 
pembinaan dan pengawasan usaha simpan pinjam. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat  
mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan pedoman kebijakan teknis dan fasilitasi penyiapan 
pengembangan usaha ekonomi sektor informal ; 

b. Perumusan  dan fasilitasi pendayagunaan peran  lembaga 
ekonomi sektor informal ; 

c. Penyusunan program bimbingan teknis, pelatihan dan 
pemantauan lembaga ekonomi informal ; 

d. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan kerjasama 
dengan Perguruan Tinggi, organisasi profesi, Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM), dan pihak-pihak lain dalam 
pengembangan usaha informal di desa ; 

e. Perumusan pedoman evaluasi dan monitoring pelaksanaan 
kegiatan usaha ekonomi informal ; 
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f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. 

 
Pasal 108 

 

(1) UPT Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat 
Desa sesuai dengan nomenklaturnya serta tugas-tugas lain yang 
diberikan oleh Kepala Badan. 

(2) UPT Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa di bentuk dan 
ditetapkan dengan Peraturan perundang-undangan berdasarkan 
kebutuhan Daerah serta telah memenuhi kriteria dan ketentuan 
yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

 
Pasal 109 

 
(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan 
kebutuhan. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud  pada  ayat 
(1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional 
yang terbagi dalam berbagai kelompok  sesuai dengan bidang 
keahliannya, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

(3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana di maksud 
pada ayat (2), diatur sesuai dengan Peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

 

 

 

Bagian Keenam 

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  

KELUARGA BERENCANA  

 
Pasal 110 

 

(1) Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 
Berencana bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris 
Daerah. 

(2) Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 
Berencana mempunyai tugas memimpin Badan Pemberdayaan 
Perempuan dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan 
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ; 

(3) Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 
Berencana, mempunyai fungsi: 

a. Pelaksanaan Perumusan kebijakan teknis di bidang 
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; 

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 
Berencana; 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan 
Perempuan dan Keluarga Berencana; 

d. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati 
sesuai bidang tugasnya. 
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Pasal 111 
 

(1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan 
tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 

(2) Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan 
memberikan pelayanan administratif. 

(3) Sekretaris dalam melaksanakan tugas di maksud ayat (2), 
mempunyai fungsi : 
a. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana 

program kerja ; 
b. Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan 

laporan kinerja; 
c. Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis 

fungsional; 
d. Penyusunan, pengiventarisasian dan pengkoordinasian data 

dalam rangka penatausahaan; 
e. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, program 

dan laporan; 
f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 

Badan sesuai bidang tugasnya. 
 

Pasal 112 
 

(1) Sekretariat  terdiri dari : 
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; 
b. Sub Bagian Keuangan; 
c. Sub Bagian Program dan Laporan. 

(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub 
Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Sekretaris. 

 
Pasal 113 

 
(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas 

memberikan pelayanan administratif urusan umum dan urusan 
kepegawaian.  

(2) Untuk melaksanakan tugas ini, Kepala Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian mempunyai fungsi :  
a. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga ; 
b. Pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan; 
c. Penyelenggaraan pengelolaan tata usaha kepegawaian yang 

meliputi pengumpulan data pegawai, buku induk pegawai, 
mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat, pembinaan karir dan 
pensiun pegawai; 

d. Penyusunan informasi dan perencanaan pegawai; 
e. Penyusunan administrasi serta evaluasi kepegawaian; 
f. Penyelenggaraan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan 

disiplin pegawai; 
g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris 

sesuai dengan bidang tugasnya. 
 

Pasal 114 
 

(1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas memberikan 
pelayanan administrasi keuangan.  

(2) Untuk melaksanakan tugas ini, Kepala Sub Bagian Keuangan 
mempunyai fungsi  : 
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a. Penghimpunan dan pengolahan bahan-bahan untuk menyusun 
anggaran; 

b. Penyiapan penyusunan rancangan, Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah; 

c. Pengelolaan tata usaha keuangan dan pembukuan realisasi 
Anggaran Pendapatan dan Belanja; 

d. Pelaksanaan perhitungan anggaran dan verifikasi; 
e. Penyelenggaraan tata usaha pembayaran gaji pegawai; 
f. Pengurusan keuangan perjalanan dinas; 
g. Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan dibidang 

keuangan; 
h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris 

sesuai dengan bidang tugasnya. 
 

Pasal 115 
 

(1) Kepala Sub Bagian Program dan Laporan mempunyai tugas 
pelayanan administratif dalam menyiapkan bahan penyusunan, 
penghimpunan, pengolahan, penyimpanan, evaluasi program dan 
laporan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas ini, Kepala Sub Bagian Program dan 
Laporan mempunyai fungsi: 
a. Pengumpulan dan pengadaan sistematisasi data untuk bahan 

penyusunan program; 
b. Pelaksanaan tugas pengumpulan dan penyajian data statistik; 
c. Perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana program; 
d. Pengelolaan, inventarisasi, pengkajian, dan analisis pelaporan; 
e. Penginventarisasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil 

pengawasan; 
f. Penyelenggaraan kerjasama pengawasan; 
g. Pelaksanaan analisis dan evaluasi serta pengendalian 

pelaksanaan program dan proyek; 
h. Penghimpunan dan pengadaan sistematisasi data dan 

menyusun dokumentasi peraturan perundang-undangan dan 
hasil pembangunan; 

i. Pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tata 
laksana; 

j. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

 
Pasal 116 

 
(1) Bidang Keluarga Berencana dipimpin  oleh seorang Kepala Bidang 

yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada 
Kepala Badan melalui Sekretaris. 

(2) Kepala Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas 
melaksanakan dan mengendalikan bidang peningkatan dan 
pembinaan, bidang pembinaan remaja dan perlindungan 
reproduksi. 

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), Kepala Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi : 
a. Pelaksanaan penggerakan dan pelayanan keluarga berencana; 
b. Pembimbingan pelaksanaan program kesehatan reporduksi 

remaja baik melalui jalur keluarga,organisasi kepemudaan, 
sekolah dan lain-lain; 

c. Pengembangan jaringan kerja program kesehatan reproduksi 
remaja; 
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d. Penetapan pengembangan pusat pelayanan infomasi dan 
konsultasi remaja; 

e. Pengembangan dukungan pemantapan kesertaan ber KB; 
f. Pengembangan upaya-upaya terciptanya keterpaduan dan 

sinkronisasi operasional keluarga berencana dan kesehatan 
reproduksi remaja dengan lembaga dan dinas terkait; 

g. Penyelenggraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi 
remaja; 

h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Badan sesuai dengan bidang tugasnya. 

 
Pasal 117 

 
(1) Bidang Keluarga Berencana terdiri dari : 

a. Sub Bidang Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan; 
b. Sub Bidang Pembinaan Remaja dan Perlindungan Reproduksi. 

(2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub 
Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Bidang Keluarga Berencana. 

 
Pasal 118 

 
(1) Kepala Sub Bidang Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan 

mempunyai tugas merumuskan, menyusun, dan melaksanakan 
kebijakan teknis dalam pengembangan pelayanan dan pembinaan 
Keluarga Berencana. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Sub Bidang Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan 
mempunyai fungsi : 
a. Penyelenggaraan pelayanan, keluarga berencana; 
b. Penetapan perkiraan calon peserta keluarga berencana 

potensial (Unmet Need); 
c. Penentuan penyerasian kriteria kelayakan tempat pelayanan 

keluarga berencana / kesehatan reproduksi; 
d. Penetapan jaringan pelayanan keluarga berencana jalur 

pemerintah; 
e. Penetapan jaringan pelayanan keluarga berencana jalur swasta 

dan masyarakat; 
f. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan keluarga 

berencana; 
g. Pelaksanaan konseling dan pemantauan mutu pelayanan 

keluarga berencana; 
h. Pelaksanaan pengembangan jaringan rujukan pelayanan 

keluarga berencana/ kesehatan reproduksi; 
i. Penetapan standar kualitas pelayanan keluarga berencana/ 

kesehatan reproduksi ; 
j. Penyelenggaraan dan memfasilitasi peningkatan kesetaraan 

dan keadilan gender dalam pelaksanaan program keluarga 
berencana/ kesehatan reproduksi; 

k. Penetapan kriteria dan sasaran pengendailan kelahiran calon 
peserta keluarga berencana; 

l. Pelaksanaan pembinaan peserta KB aktif; 
m. Pelaksanaan pengembangan peserta KB mandiri; 
n. Penetapan perkiraan peserta KB yang drop out; 
o. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. 



 -   49   - 

Pasal 119 
 

(1) Kepala Sub Bidang Pembinaan Remaja dan Perlindungan 
Reproduksi mempunyai tugas merumuskan, menyusun, dan 
melaksanakan kebijakan teknis dalam pembinaan remaja dan 
perlindungan reproduksi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Sub Bidang Pembinaan Remaja dan Perlindungan 
Reproduksi mempunyai fungsi : 
a. Pembuatan rumusan penetapan kebijakan pengelolaan 

kesehatan reproduksi remaja; 
b. Penetapan prioritas kegiatan program kesehatan reproduksi 

remaja; 
c. Penetapan kemitraan pelaksanaan pragram kesehatan 

reporoduksi remaja baik antar sektor pemerintah maupun 
Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM); 

d. Penyelenggaraan dukungan kegiatan remaja positif; 
e. Penetapan sistem pembinaan program kesehatan reproduksi 

remaja; 
f. Pelaksanaan pengembangan pembinaan pusat informasi dan 

konsultasi remaja; 
g. Pengembangan pemberdayaan tenaga pendidik sebaya dan 

konselor sebaya dalam progam perlindungan kesehatan 
reproduksi remaja; 

h. Pengembangan SDM pendidik sebaya dan konselor sebaya 
program kesehatan reproduksi remaja; 

i. Penetapan media konseling kesehatan reproduksi yang sesuai 
dengan kondisi sasaran; 

j. Penetapan materi termasuk isi pesan dan design kesehatan 
reproduksi remaja baik bagi remaja maupun keluarga; 

k. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. 

 
Pasal 120 

 
(1) Bidang Pembangunan Keluarga Sejahtera dipimpin  oleh seorang 

Kepala Bidang yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung 
jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. 

(2) Kepala Bidang Pembangunan Keluarga Sejahtera mempunyai 
tugas melaksanakan pemberdayaan ekonomi keluarga dan 
pembinaan ketahanan pangan. 

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), Kepala Bidang Pembangunan Keluarga Sejahtera mempunyai 
fungsi: 

a. Pembimbingan, evaluasi dan monitoring pembinaan ketahanan 
keluarga melalui bina keluarga balita, bina keluarga remaja, 
bina keluarga lansia dan bina lingkungan keluarga; 

b. Pembimbingan pelaksanaan program penumbuhan 
kewirausahaan keluarga, pengembangan kemitrausahaan 
keluarga dan pembinaan ketahanan keluarga; 

c. Pengembangan upaya-upaya dalam rangka menumbuhkan 
kewirausahaan keluarga melalui penumbuhan motivasi usaha; 

d. Pengembangan upaya-upaya untuk menumbuhkan kelompok 
Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) 
sebagai wadah pembinaan dan pengembangan usaha; 
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e. Pengembangan upaya-upaya kemitraan keluarga dalam rangka 
peningkatan kualitas produk, pengembangan modal, 
pemasaran, peningkatan ketrampian kelompok UPPKS; 

f. Pelaksanaan hubungan kerja dengan komponen dan instansi 
terkait dalam pelaksanaan program kewirausahaan keluarga, 
kemitrausahaan keluarga dan pengembangan ketahanan 
keluarga; 

g. Pelaksanaan advokasi KIE serta pengembangan pemilihan 
media advokasi KIE ; 

h. Pelaksanaan extensifikasi kegiatan program keluarga 
berencana dan pemberdayaan perempuan; 

i. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
program penumbuhan kewirausahaan keluarga, 
pengembangan kemitrausahaan keluarga dan pembinaan 
ketahanan keluarga ; 

j. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Badan sesuai dengan bidang tugasnya. 

 
Pasal 121 

 
(1) Bidang Pembangunan Keluarga Sejahtera terdiri dari : 

a. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga; 
b. Sub Bidang Pembinaan Ketahanan Pangan. 

(2) Masing-masing sub bidang dipimpin oleh seorang Kepala  Sub 
Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Bidang Pembangunan Keluarga Sejahtera. 

 
Pasal 122 

 
(1) Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga mempunyai 

tugas merumuskan, menyusun, dan melaksanakan kebijakan 
teknis pemberdayaan ekonomi keluarga. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 
mempunyai fungsi: 
a. Pelaksanaan kriteria pemberdayaan ekonomi keluarga; 
b. Penetapan syarat-syarat pembentukan pemberdayaan ekonomi 

keluarga; 
c. Penetapan n syarat-syarat pembentukan kelompok UPPKS; 
d. Penetapan pengembangan kualitas kelompok UPPKS; 
e. Penetapan skim kredit bagi kelompok UPPKS; 
f. Penetapan kriteria dalam pengembangan ketrampilan anggota 

UPPKS; 
g. Penetapan syarat penyediaan dan penyaluran kredit bagi 

usaha dan meningkatkan ketrampilan; 
h. Penyelenggaraan perlindungan kelompok UPPKS; 
i. Pelaksanaan bimbingan dan fasilitas teknologi tepat guna; 
j. Penetapan kriterian pemberian Sertifikat Kelayakan Usaha 

(SKU) bagi kelompok UPPKS; 
k. Penetapan pengembangan UPPKS sebagai lembaga 

keuangan mikro; 
l. Penetapan pengembangan kelompok UPPKS, temu  mitra 

usaha ekonomi mikro pedesan; 
m. Penetapan pengembangan pendamping kelompok UPPKS; 
n. Penetapan bentuk bimbingan pengelola modal usaha dan 

pengembangan kualitas produk dan pemasaran hasil UPPKS; 
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o. Penetapan materi penyebarluasan informasi produk unggulan 

kelompok UPPKS; 
p. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. 
 

Pasal 123 
 

(1) Kepala Sub Bidang Pembinaan Ketahanan Keluarga mempunyai 
tugas merumuskan, menyusun, dan melaksanakan kebijakan 
teknis pembinaan ketahanan keluarga. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Kepala Sub Bidang Pembinaan Ketahanan Keluarga 
mempunyai fungsi: 

a. Penetapan penyerasian kriteria pembinaan ketahanan 
keluarga; 

b. Pelaksanaan pembinaan, pemantapan ketahanan keluarga; 

c. Penyediaan fasilitas bagi kelompok bina keluarga balita (BKB), 
bina keluarga remaja (BKR), bina keluarga lansia (BKL) dan 
bina lingkungan keluarga (BLK); 

d. Penyelenggaraan bimbingan BKB, BKR, BKL, dan BLK; 

e. Pengadaan pembinaan kader pengelola kegiatan bina 
keluarga; 

f. Penyelenggaraan dan memfasilitasi peningkatan kesetaraan 
dalam pelaksanaan program keluarga sejahtera dan 
pemberdayaan perempuan; 

g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. 

 
Pasal 124 

 

(1) Bidang Pembinaan Potensi Masyarakat dipimpin  oleh seorang 
Kepala Bidang yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung 
jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. 

(2) Kepala Bidang Pembinaan Potensi Masyarakat melaksanakan 
tugas pembinaan kelembagaan institusi, pengembangan 
peningkatan kualitas institusi dan peran serta advokasi KIE 
keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan. 

(3) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Kepala 
Bidang Pembinaan Potensi Masyarakat mempunyai fungsi : 

a. Pembinaan pelaksanaan penggerakan masyarakat dalam 
keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan; 

b. Pengembangan hubunngan dan jaringan kerja dengan 
komponen dan instansi teknik terkait dalam pelaksanaan 
program keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan; 

c. Pelaksanaan advokasi, KIE keluarga berencana  dan 
pemberdayaan perempuan; 

d. Pengembangan pemilihan media advokasi KIE keluarga 
berencana dan pemberdayaan perempuan; 

e. Penggerakan, pembimbing dan pengembangan, institusi dan 
perean serta dalam keluarga berencana dan pemberdayaan 
perempuan; 

f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Badan sesuai dengan bidang tugasnya. 
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Pasal 125 
 

(1) Bidang Pembinaan Potensi Masyarakat terdiri dari : 
a. Sub Bidang Pembinaan Lembaga; 
b. Sub Bidang Peningkatan Partisipasi dan Potensi. 

(2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub 
Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Bidang Pembinaan Potensi Masyarakat. 

 
Pasal 126 

 
(1) Kepala Sub Bidang Pembinaan Lembaga mempunyai tugas 

merumuskan, menyusun, dan melaksanakan kebijakan teknis 
dalam pembinaan lembaga-lembaga masyarakat yang 
berhubungan dengan pemberdayaan perempuan dan keluarga 
berencana. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Sub Bidang Pembinaan Lembaga mempunyai fungsi : 
a. Penyelenggaraan penggerakan institusi dan peran serta dalam 

keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan; 
b. Pelaksanaan pembinaan kader penyuluh keluarga berencana 

termasuk Pembantu Petugas KB Desa (PPKBD) dan Sub 
Pembantu Petugas KB Desa (Sub PPKBD); 

c. Pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan institusi 
masyarakat; 

d. Penentuan penyerasian klasifikasi pertahapan institusi 
masyarakat dan peran serta; 

e. Penetapan sasaran pengembangan dan peningkatan kualitas 
institusi masyarakat dan peran serta; 

f. Penetapan sasaran kerja bagi kader institusi masyarakat dan 
peran serta; 

g. Penetapan petunjuk teknis operasional institusi masyarakat dan 
peran serta; 

h. Penetapan petunjuk teknis peningkatan peran serta Lembaga 
Sosial Masyarakat (LSM); 

i. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang penggerakan masyarakat sesuai dengan bidang 
tugasnya. 

 
Pasal 127 

 
(1) Kepala Sub Bidang Peningkatan Partisipasi dan Potensi 

mempunyai tugas merumuskan, menyusun, dan melaksanakan 
kebijakan teknis peningkatan partisipasi dan pengembangan 
potensi yang ada di masyarakat. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Sub Bidang Peningkatan Partisipasi dan Potensi 
mempunyai fungsi : 
a. Penyelenggaraan advokasi, KIE pada seluruh sektor terkait, 

pemerintah dan swasta, institusi masyarakat pedesaan dan 
lembaga sosial masyarakat (LSM) dalam pelaksanaan program 
keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan; 

b. Penetapan materi termasuk isi pesan dan design keluarga 
berencana dan pemberdayaan perempuan; 

c. Pelaksanaan promosi dan KIE keluarga berencana dan 
pemberdayaan perempuanl; 
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d. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. 

 
Pasal 128 

 

(1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
dipimpin  oleh seorang Kepala Bidang yang dalam menjalankan 
tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui 
Sekretaris. 

(2) Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan pembinaan 
organisasi perempuan, meningkatkan peran serta dan kesamaan 
gender serta penyusunan sistem perlindungan perempuan dan 
anak. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
mempunyai fungsi : 
a. Pembinaan organisasi perempuan; 
b. Peningkatan kualitas hidup perempuan; 
c. Pemberdayaan lembaga berbasis gender; 
d. Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan dan anak; 
e. Pemfasilitasan upaya perlindungan perempuan dan anak 

terhadap tindak kekerasan; 
f. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi pemberdayaan 

perempuan; 
g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 

Badan sesuai dengan bidang tugasnya. 
 

Pasal 129 
 

(1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri 
dari : 
a. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan; 
b. Sub Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak. 

(2) Masing-masing sub bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang 
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 

 
Pasal 130 

 
(1) Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas 

merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis tentang 
pemberdayaan perempuan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi: 
a. Pelaksanaan pembinaan organisasi perempuan; 
b. Penyelenggaraan pelatihan peningkatan perean serta dan 

kesetaraan gender; 
c. Pelaksanaan advokasi peningkatan kualitas hidup perempuan; 
d. Pemberdayaan lembaga berbasis gender; 
e. Pengadaan work shop peningkatan peran perempuan dalam 

pengambilan keputusan; 
f. Pelaksanaan sosialisasi kesetaraan gender, pemberdayaan 

perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT); 
g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemberdayaan 

perempuan; 
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h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. 

 
Pasal 131 

 
(1) Kepala Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak 

mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan 
teknis tentang perlindungan perempuan dan anak. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak 
mempunyai fungsi: 

a. Pelaksanaan sosialisasi dan advokasi perlindungan perempuan 
dan anak; 

b. Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan dan anak; 
c. Penyusunan profil perlindungan perempuan harapan; 
d. Pelaksanaan fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap 

tindak kekerasan; 
e. Penyelenggaraan perlindungan dan penghapusan tindak 

kekerasan terhadap perempuan,anka dan remaja dalam 
pelaksanaan porgram keluarga berencana dan pemberdayaan 
perempuan; 

f. Pencatatan dan laporan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga); 

g. Penyusunan pengembangan pelayanan terpadu 
pemberdayaan perempuan; 

h. Pelaksanaan Fasilitasi pengembangan pelayanan terpadu 
pemberdayaan perempuan; 

i. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. 

 
Pasal 132 

 
(1) UPT Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan 
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sesuai 
dengan nomenklaturnya serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh 
Kepala Badan. 

(2) UPT Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 
di bentuk dan ditetapkan dengan Peraturan perundang-undangan 
berdasarkan kebutuhan Daerah serta telah memenuhi kriteria dan 
ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

 
Pasal 133 

 
(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan 
kebutuhan. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud  pada  ayat 
(1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional 
yang terbagi dalam berbagai kelompok  sesuai dengan bidang 
keahliannya, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

(3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
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Bagian Ketujuh 
BADAN LINGKUNGAN HIDUP 

 
Pasal 134 

 

(1) Kepala Badan Lingkungan Hidup bertanggungjawab kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

(2) Kepala Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas memimpin 
Badan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan penyusunan dan 
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Lingkungan Hidup; 

(3) Kepala Badan Lingkungan Hidup, mempunyai fungsi: 

a. Pelaksanaan Perumusan kebijakan teknis di bidang 
Lingkungan Hidup; 

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah di bidang Lingkungan Hidup; 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Lingkungan 
Hidup; 

d. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati 
sesuai bidang tugasnya. 

 
Pasal 135 

 
(1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan 

tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 
(2) Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan 

memberikan pelayanan administratif. 
(3) Sekretaris dalam melaksanakan tugas di maksud ayat (2), 

mempunyai fungsi : 
a. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana 

program kerja ; 
b. Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan 

laporan kinerja; 
c. Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis 

fungsional; 
d. Penyusunan, pengiventarisasian dan pengkoordinasian data 

dalam rangka penatausahaan; 
e. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, program 

dan laporan; 
f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 

Badan sesuai bidang tugasnya. 
 

Pasal 136 
 

(1) Sekretariat  terdiri dari : 
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; 
b. Sub Bagian Keuangan; 
c. Sub Bagian Program dan Laporan. 

(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub 
Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Sekretaris. 

 
Pasal 137 

 
(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas 

memberikan pelayanan administratif urusan umum dan urusan 
kepegawaian.  



 -   56   - 

(2) Untuk melaksanakan tugas ini, Kepala Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian mempunyai fungsi :  
a. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga ; 
b. Pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan; 
c. Penyelenggaraan pengelolaan tata usaha kepegawaian yang 

meliputi pengumpulan data pegawai, buku induk pegawai, 
mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat, pembinaan karir dan 
pensiun pegawai; 

d. Penyusunan informasi dan perencanaan pegawai; 
e. Penyusunan administrasi serta evaluasi kepegawaian; 
f. Penyelenggaraan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan 

disiplin pegawai; 
g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris 

sesuai dengan bidang tugasnya. 
 

Pasal 138 
 

(1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas memberikan 
pelayanan administrasi keuangan.  

(2) Untuk melaksanakan tugas ini, Kepala Sub Bagian Keuangan 
mempunyai fungsi  : 
a. Penghimpunan dan pengolahan bahan-bahan untuk menyusun 

anggaran; 
b. Penyiapan penyusunan rancangan, Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah; 
c. Pengelolaan tata usaha keuangan dan pembukuan realisasi 

Anggaran Pendapatan dan Belanja; 
d. Pelaksanaan perhitungan anggaran dan verifikasi; 
e. Penyelenggaraan tata usaha pembayaran gaji pegawai; 
f. Pengurusan keuangan perjalanan dinas; 
g. Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan dibidang 

keuangan; 
h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris 

sesuai dengan bidang tugasnya. 
 

Pasal 139 
 

(1) Kepala Sub Bagian Program dan Laporan mempunyai tugas 
pelayanan administratif dalam menyiapkan bahan penyusunan, 
penghimpunan, pengolahan, penyimpanan, evaluasi program dan 
laporan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas ini, Kepala Sub Bagian Program dan 
Laporan mempunyai fungsi: 
a. Pengumpulan dan pengadaan sistematisasi data untuk bahan 

penyusunan program; 
b. Pelaksanaan tugas pengumpulan dan penyajian data statistik; 
c. Perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana program; 
d. Pengelolaan, inventarisasi, pengkajian, dan analisis pelaporan; 
e. Penginventarisasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil 

pengawasan; 
f. Penyelenggaraan kerjasama pengawasan; 
g. Pelaksanaan analisis dan evaluasi serta pengendalian 

pelaksanaan program dan proyek; 
h. Penghimpunan dan pengadaan sistematisasi data dan 

menyusun dokumentasi peraturan perundang-undangan dan 
hasil pembangunan; 
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i. Pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tata 
laksana; 

j. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

 
Pasal 140 

 
(1) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan dipimpin  oleh seorang 

Kepala Bidang yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung 
jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. 

(2) Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai 
tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi 
pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan standarisasi 
pengkajian dampak lingkungan dan pembinaan teknis amdal serta 
bina lingkungan. 

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai 
fungsi : 
a. Perumusan kebijakan teknis pengembangan dan standarisasi 

dampak lingkungan dan bina lingkungan serta pembinaan 
teknis amdal; 

b. Penyusunan dan penerapan standarisasi lingkungan; 
c. Pengkajian lingkungan dan pengembangan perangkat sistem 

managemen lingkungan; 
d. Pelaksana kajian lingkungan strategis (KLS); 
e. Pembinaan laboratorium lingkungan; 
f. Pengembangan kebijakan, penilaian dan evaluasi Amdal; 
g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 

Badan sesuai dengan bidang tugasnya. 
 

Pasal 141 
 

(1) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan terdiri dari : 
a. Sub Bidang Bina Teknis dan Penerapan Analisis Mengenai 

Dampak Lingkungan ( AMDAL ); 
b. Sub Bidang Standarisasi dan Bina Lingkungan. 

(2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub 
Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Pengendalian Dampak Lingkungan. 

 
Pasal 142 

 
(1) Kepala Sub Bidang Bina Teknis dan Penerapan Analisis Mengenai 

Dampak Lingkungan (AMDAL) mempunyai tugas perumusan 
kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan teknis 
amdal. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Kepala Sub Bidang Bina Teknis dan Penerapan Analisis 
Mengenai Dampak Lingkungan ( AMDAL)  mempunyai fungsi : 
a. Pelaksanaan pembinaan penilaian dan evaluasi pelaksanaan 

amdal; 
b. Pelaksanaan pembinaan dan memberikan rekomendasi Amdal, 

UKL./UPL dan SPPL; 
c. Pelaksanaan evaluasi daya dukung dan daya tampung 

lingkungan dan kajian rasio lingkungan; 
d. Pelaksanaan pembinaan dan rekomendasi teknis ijin 

pembuangan limbah cair; 
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e. Pelaksanaan pemberian rekomendasi ijin pengumpulan limbah 

B3 skala kabupaten kecuali menyak dan pelumas bekas; 
h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. 
 

Pasal 143 
 

(1) Kepala Sub Bidang Standarisasi dan Bina Lingkungan mempunyai 
tugas perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang 
Standarisasi dan Bina Lingkungan. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Kepala Sub Bidang Standarisasi dan Bina Lingkungan 
mempunyai fungsi : 
a. Pelaksanaan pembinaan penerapan standarisasi dan bina 

lingkungan hidup; 
b. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan perangkat 

ekonomi lingkungan; 
c. Pelaksanaan koordinasi penetapan baku mutu lingkungan; 
d. Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan 

kebijakan di bidang laboratorium lingkungan; 
e. Pelaksanaan audit lingkungan dan pembinaan penerapan 

sistem manejemen lingkungan, produksi bersih dan teknologi 
ramah lingkungan; 

f. Pelaksanaan kajian isu-isu lingkungan potensial dan Kajian 
Lingkungan  Strategis (KLS); 

g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. 

 
Pasal 144 

 
(1) Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan 

dipimpin  oleh seorang Kepala Bidang yang dalam menjalankan 
tugasnya bertanggung jawab kepada kepala Badan melalui 
Sekretaris. 

(2) Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran 
Lingkungan mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan 
koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, 
pengendalian dan pencemaran air, udara, tanah serta kerusakan 
lingkungan. 

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran 
Lingkungan mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan kebijakan operasional pengawasan dan 

pengendalian pencemaran serta kerusakan lingkungan; 
b. Pengawasan dan pengedalian pengelolaan limbah K3 skala 

kabupaten; 
c. Pembinaan dan pengawasan terhadap regulasi pengelolaan 

limbah; 
d. Pelaksanaan Koordinasi pelaksanaan pengendalian 

pencemaran dan evaluasi pengelolaan lingkungan, serta 
pembinaan dan koordinasi upaya penegakan hukum 
lingkungan hidup; 

e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Badan sesuai dengan bidang tugasnya. 
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Pasal 145 
 

(1) Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan  
terdiri dari : 
a. Sub Bidang Pengawasan dan Kerusakan Lingkungan; 
b. Sub Bidang Rehabilitasi Lingkungan 

(2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub 
Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran 
Lingkungan. 

 
Pasal 146 

 
(1) Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Kerusakan Lingkungan 

mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan koordinasi 
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengawasan, 
pengendalian pencemaran air, udara, tanah dan kerusakan 
lingkungan. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Kerusakan Lingkungan 
mempunyai fungsi : 
a. Perumusan kebijakan teknis pengawasan dan kerusakan 

lingkungan; 
b. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pencemaran dan 

kerusakan lingkungan serta pengawasan ijin pembuangan 
limbah cair; 

c. Pelaksanaan evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan; 
d. Pelaksanaan upaya penegakkan hukum lingkungan terhadap 

pencemaran dan kerusakan lingkungan; 
e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. 
 

Pasal 147 
 

(1) Kepala Sub Bidang Rehabilitasi Lingkungan mempunyai tugas 
merumuskan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan 
teknis di bidang rehabilitasi lingkungan. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1),Kepala Sub Bidang Rehabilitasi Lingkungan mempunyai fungsi: 
a. Penyusunan kebijakan operasional di bidang rehabilitasi 

lingkungan; 
b. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kerusakan 

lingkungan; 
c. Pelaksanaan upaya peningkatan pelestarian dan fungsi 

lingkungan; 
d. Pelaksanaan koordinasi penetapan kawasan rawan keruskan 

lingkungan; 
e. Pelaksanaan pengendalian kerusakan dan bimbingan teknis 

konservasi lingkungan; 
f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. 
 

Pasal 148 
 

(1) Bidang Konservasi dan Pemulihan Lingkungan dipimpin  oleh 
seorang Kepala Bidang yang dalam menjalankan tugasnya 
bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. 
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(2) Kepala Bidang Konservasi Dan Pemulihan Lingkungan mempunyai 
tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi 
pelaksanaan kebijakan di bidang konservasi keanekaragaman 
hayati, pemulihan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. 

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), Kepala Bidang Konservasi dan Pemulihan Lingkungan 
mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan kebijakan operasional di bidang konservasi 

keanekaragaman hayati, pemulihan dan pelestarian fungsi 
lingkungan hidup; 

b. Pelaksanaan inventarisasi kegiatan konservasi pemulihan dan 
pelestarian fungsi lingkungan hidup; 

c. Pembinaan pelaksanaan konservasi, pemulihan dan 
pelestarian lingkungan hidup; 

d. Pelaksanaan koordinasi rehabilitasi laha dan konservasi 
keanekaragaman hayati; 

e. Pelaksanaan koordinasi pemilihan fungsi lingkungan akibat 
bencana alam dan kerusakan sumber daya alam hayati; 

f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Badan sesuai dengan bidang tugasnya. 

 
Pasal 149 

 
(1) Bidang Konservasi dan Pemulihan Lingkungan terdiri dari : 

a. Sub Bidang Konservasi Lingkungan ; 
b. Sub Bidang Pemulihan Lingkungan. 

(2) Masing-masing sub bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub 
Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Bidang Konservasi dan Pemulihan Lingkungan. 

Pasal 150 
 

(1) Kepala Sub Bidang Konservasi Lingkungan mempunyai tugas 
menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan 
kebijakan di bidang konservasi keanekaragaman hayati dan 
pelestarian fungsi lingkungan hidup. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1),Kepala Sub Bidang Konservasi Lingkungan mempunyai fungsi : 
a. Perumusan kebijakan operasional dibidang konservasi sumber 

daya alam dan keanekaragaman hayati; 
b. Pelaksanaan inventarisasi dan evaluasi konservasi 

keanekaragaman hayati; 
c. Pelaksanaan upaya peningkatan pelestarian fungsi lingkungan; 
d. Pelaksanaan koordinasi pembinaan bimbingan teknis 

konservasi keanekaragaman hayati; 
e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. 
 

Pasal 151 
 

(1) Kepala Sub Bidang Pemulihan Lingkungan mempunyai tugas  
perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di 
bidang Pemulihan Lingkungan. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Kepala Sub Bidang Pemulihan Lingkungan mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan kebijakan pemulihan kerusakan lingkungan akibat 

bencana alam dan degradasi fungsi lingkungan; 
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b. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kerusakan 
lingkungan akibat bencana alam dan degradasi fungsi 
lingkungan; 

c. Pelaksanaan koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi 
dan pelaporan pemulihan kerusakan lingkungan akibat 
pencemaran dan degradasi fungsi lingkungan; 

d. Pelaksanaan pemulihan kerusakan dan fungsi lingkungan 
hidup akibat bencana alam dan degradasi fungsi lingkungan; 

e. Pelaksanaan koordinasi penetapan kawasan rawan kerusakan 
lingkungan; 

f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. 

 
Pasal 152 

 
(1) Bidang Pengkajian dan Laboratorium Lingkungan dipimpin  oleh 

seorang Kepala Bidang yang dalam menjalankan tugasnya 
bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. 

(2) Kepala Bidang Pengkajian dan Laboratorium Lingkungan 
mempunyai tugas melakukan analisis hasil laboratorium, 
pembinaan, pelatihan dan evaluasi laboratorium lingkungan serta 
penelitian kualitas lingkungan. 

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), Kepala Bidang Pengkajian dan Laboratorium Lingkungan 
mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan dan pemeriksaan parameter kualitas lingkungan; 
b. Pengujian dan pemeriksaan parameter kualitas lingkungan ; 
c. Pelaksanaan pelatihan dan pengembangan metode pengujian; 
d. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka 

pembangunan dan pengembangan laboratorium lingkungan di 
daerah; 

e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Badan sesuai dengan bidang tugasnya. 

 
Pasal 153 

 
(1) Bidang Pengkajian dan Laboratorium Lingkungan terdiri dari : 

a. Sub Bidang Pengujian ; 

b. Sub Bidang Pengendalian Mutu. 

(1) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub 
Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 
Kepala Bidang Pengkajian dan Laboratorium Lingkungan. 

 
Pasal 154 

 
(1) Kepala Sub Bidang Pengujian mempunyai tugas melakukan uji 

laboratorium, analisis hasil laboratorium, pembinaan, pelatihan dan 
evaluasi laboratorium lingkungan. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Kepala Sub Bidang Pengujian mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan dan melaksanakan program kegiatan pengujian; 
b. Pengoperasian dan pemeliharaan peralatan laboratorium; 
c. Pelaksanaan pengembangan metode pengujian; 
d. Pelaksanaan verifikasi data dan menyiapkan rekomendasi hasil 

analisis lingkungan; 
e. Pelaksanaan pengambilan dan pengujian sample; 
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f. Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan kegiatan 
operasional; 

g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. 

 
Pasal 155 

 
(1) Kepala Sub Bidang Pengendalian Mutu mempunyai tugas 

merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang 
pengendalian mutu. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Kepala Sub bidang Pengendalian Mutu mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan dan melaksanakan program kegiatan 

pengendalian mutu; 
b. Pelaksanaan audit internal dan kaji ulang management 

laboratorium sesuai dengan data standart yang berlaku; 
c. Pemberian saran/ masukan untuk peningkatan kualitas 

lingkungan; 
d. Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan kegiatan 

pengendalian mutu ; 
e. Pembuatan laporan hasil evaluasi serta hasil pelaksanaan 

pengujian; 
f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. 
 

Pasal 156 
 

(1) UPT Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas Badan Lingkungan Hidup sesuai dengan 
nomenklaturnya serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Badan. 

(2) UPT Badan Lingkungan Hidup di bentuk dan ditetapkan dengan 
peraturan perundang-undangan berdasarkan kebutuhan Daerah 
serta telah memenuhi kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
Pasal 157 

 
(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan 
kebutuhan. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud  pada  ayat 
(1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional 
yang terbagi dalam berbagai kelompok  sesuai dengan bidang 
keahliannya, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana di maksud 
pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

 
 

Bagian Kedelapan 
BADAN PERIJINAN  

 
Pasal 158 

 
(1) Kepala Badan Perijinan bertanggungjawab kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah. 
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(2) Kepala Badan Perijinan mempunyai tugas memimpin Badan 
Perijinan dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan 
kebijakan daerah di bidang Perijinan; 

(3) Kepala Badan Perijinan, mempunyai fungsi: 
a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perijinan; 
b. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan 

Rencana Kerja Tahunan di Bidang Pelayanan Perijinan; 
c. Pelaksanaan Pelayanan di Bidang Perijinan yang dilimpahkan 

oleh Bupati ; 
d. Pemberian pertimbangan/ Berita Acara Pemeriksaan ( BAP ) 

permohonan Ijin; 
e. Pelaksanaan pelayanan dan penetapan retribusi perijinan; 
f. Pelaksanaan penandatanganan dan penerbitan ijin sesuai 

dengan kebijakan Bupati; 
g. Pelaksanaan penelitian dan penyelesaian pengaduan dari 

masyarakat; 
h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi / unit kerja terkait; 
i. Pelaksanaan Standart Pelayanan Minimal ( SPM ) di bidang 

perijinan ; 
j. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan 

program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, 
kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, dan 
perpustakaan serta kearsipan; 

k. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi; 
l. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati 

sesuai bidang tugasnya. 

 
Pasal 159 

 
(1) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha  yang 

dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala 
Badan. 

(2) Kepala Bagian Tata Usaha  mempunyai tugas menyiapkan bahan 
koordinasi dan memberikan pelayanan administratif. 

(3) Kepala Bagian Tata Usaha  dalam melaksanakan tugas di maksud 
ayat (2), mempunyai fungsi : 
a. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana 

program kerja ; 
b. Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan 

laporan kinerja; 
c. Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis 

fungsional; 
d. Penyusunan, pengiventarisasian dan pengkoordinasian data 

dalam rangka penatausahaan; 
e. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, program 

dan laporan; 
f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 

Badan sesuai bidang tugasnya. 
 

Pasal 160 
 

(1) Bagian Tata Usaha : 
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
2. Sub Bagian Keuangan; 
3. Sub Bagian Program dan Laporan; 
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(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub 
Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Bagian Tata Usaha. 

 
Pasal 161 

 
(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas 

memberikan pelayanan administratif urusan umum dan urusan 
kepegawaian.  

(2) Untuk melaksanakan tugas ini, Kepala Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian mempunyai fungsi :  
a. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga ; 
b. Pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan; 
c. Penyelenggaraan pengelolaan tata usaha kepegawaian yang 

meliputi pengumpulan data pegawai, buku induk pegawai, 
mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat, pembinaan karir dan 
pensiun pegawai; 

d. Penyusunan informasi dan perencanaan pegawai; 
e. Penyusunan administrasi serta evaluasi kepegawaian; 
f. Penyelenggaraan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan 

disiplin pegawai; 
g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris 

sesuai dengan bidang tugasnya. 
 

Pasal 162 
 

(1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas memberikan 
pelayanan administrasi keuangan.  

(2) Untuk melaksanakan tugas ini, Kepala Sub Bagian Keuangan 
mempunyai fungsi  : 
a. Penghimpunan dan pengolahan bahan-bahan untuk menyusun 

anggaran; 
b. Penyiapan penyusunan rancangan, Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah; 
c. Pengelolaan tata usaha keuangan dan pembukuan realisasi 

Anggaran Pendapatan dan Belanja; 
d. Pelaksanaan perhitungan anggaran dan verifikasi; 
e. Penyelenggaraan tata usaha pembayaran gaji pegawai; 
f. Pengurusan keuangan perjalanan dinas; 
g. Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan dibidang 

keuangan; 
h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris 

sesuai dengan bidang tugasnya. 
 

Pasal 163 
 

(1) Kepala Sub Bagian Program dan Laporan mempunyai tugas 
pelayanan administratif dalam menyiapkan bahan penyusunan, 
penghimpunan, pengolahan, penyimpanan, evaluasi program dan 
laporan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas ini, Kepala Sub Bagian Program dan 
Laporan mempunyai fungsi: 
a. Pengumpulan dan pengadaan sistematisasi data untuk bahan 

penyusunan program; 
b. Pelaksanaan tugas pengumpulan dan penyajian data statistik; 
c. Perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana program; 
d. Pengelolaan, inventarisasi, pengkajian, dan analisis pelaporan; 
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e. Penginventarisasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil 
pengawasan; 

f. Penyelenggaraan kerjasama pengawasan; 
g. Pelaksanaan analisis dan evaluasi serta pengendalian 

pelaksanaan program dan proyek; 
h. Penghimpunan dan pengadaan sistematisasi data dan 

menyusun dokumentasi peraturan perundang-undangan dan 
hasil pembangunan; 

i. Pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tata 
laksana; 

j. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

 
Pasal 164 

 
(1) Bidang Pelayanan Pembangunan dan Umum dipimpin oleh 

seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya 
bertanggung jawab kepada Kepala  Badan melalui Kepala Bagian 
Tata Usaha. 

(2) Kepala Bidang Pelayanan Pembangunan dan Umum mempunyai 
tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pelayanan 
perijinan yang berhubungan dengan pembangunan dan Umum. 

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pelayanan Pembangunan 
dan Umum mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan pedoman dan petunjuk  teknis pemberian 

pelayanan perijinan pembangunan dan umum.  
b. Pelaksanaan pemrosesan permohonan pelayanan perijinan 

pembangunan dan umum. 
c. Penyusunan tata laksana, prosedur tetap pelayanan perijinan 

pembangunan dan umum dalam rangka mewujudkan 
pelayanan prima. 

d. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Badan sesuai dengan bidang tugasnya. 

 
Pasal 165 

 
(1) Bidang Pelayanan Pembangunan dan Umum terdiri dari Tim 

Teknis yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab 
kepada Kepala Bidang Pelayanan Pembangunan dan Umum. 

(2) Tim Teknis Bidang Pelayanan Pembangunan dan Umum 
mempunyai tugas memberi informasi tentang prosedur perijinan 
dan memproses perijinan pembangunan dan umum.  

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), Tim Teknis Bidang Pelayanan Pembangunan dan Umum 
mempunyai fungsi : 
a. Pemberikan layanan informasi prosedur Pelayanan Perijinan 

Pembangunan dan Umum ; 
b. Penerimaan dan penelitian kelengkapan berkas permohonan 

ijin ;  
c. Pembuatan laporan penerimaan dokumen permohonan ijin; 
d. Pelaksanaan studi kelayakan yang bersifat teknis dan 

penelitian di lapangan sesuai dokumen permohonan ijin ; 
e. Pemrosesan perijinan dan meneruskan berkas permohonan ke 

Bidang Penetapan; 
f. Penyerahan ijin yang sudah ditandatangani oleh Kepala Badan 

Perijinan; 
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g. Pembuatan laporan surat ijin yang keluar; 
h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang Pelayanan Pembangunan dan Umum sesuai dengan 
bidang tugasnya. 

 
Pasal 166 

 
(1) Bidang Pelayanan Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang 

yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada 
Kepala  Badan melalui Kepala Bagian Tata Usaha. 

(2) Kepala Bidang Pelayanan Ekonomi mempunyai tugas 
melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pelayanan 
perijinan yang berhubungan dengan Ekonomi. 

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), Kepala Bidang Pelayanan Ekonomi mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan pedoman dan petunjuk  teknis pemberian 

pelayanan perijinan bidang ekonomi ; 
b. Pelaksanaan pemrosesan permohonan pelayanan perijinan 

bidang ekonomi ; 
c. Penyusunan tata laksana , prosedur tetap pelayanan perijinan 

bidang ekonomi dalam rangka mewujudkan pelayanan prima ; 
d. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 

Badan sesuai dengan bidang tugasnya. 
 

Pasal 167 
 

(1) Bidang Pelayanan Ekonomi terdiri dari Tim Teknis yang dalam 
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala 
Bidang Pelayanan Ekonomi. 

(2) Tim Teknis Bidang Pelayanan Ekonomi mempunyai tugas 
memberi informasi tentang prosedur perijinan dan memproses 
perijinan ekonomi.  

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), Tim Teknis Bidang Pelayanan Ekonomi mempunyai fungsi : 
a. Pemberian layanan informasi prosedur Pelayanan Perijinan 

Ekonomi ; 
b. Pelaksanaan penerimaan dan penelitian kelengkapan berkas 

permohonan ijin;  
c. Pembuatan laporan penerimaan dokumen permohonan ijin; 
d. Pelaksanaan studi kelayakan yang bersifat teknis dan 

penelitian di lapangan sesuai dokumen permohonan ijin ; 
e. Pemrosesan perijinan dan meneruskan berkas permohonan ke 

Bidang Penetapan; 
f. Penyerahan ijin yang sudah ditandatangani oleh Kepala Badan 

Perijinan; 
g. Pembuatan laporan surat ijin yang keluar; 
h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang Pelayanan Ekonomi sesuai dengan bidang tugasnya. 
 

Pasal 168 
 
(1) Bidang Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang 

dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala  
Badan melalui Kepala Bagian Tata Usaha. 

(2) Kepala Bidang Penetapan mempunyai tugas melaksanakan 
perhitungan biaya dan penetapan perijinan serta penerimaan uang 
perijinan. 
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(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), Kepala Bidang Penetapan mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan pedoman dan petunjuk  teknis perhitungan dan 

penetapan perijinan ; 
b. Pelaksanaan pemrosesan permohonan pelayanan perijinan ; 
c. Penyusunan tata laksana, prosedur tetap pelayanan perijinan 

dalam rangka mewujudkan pelayanan prima ; 
d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait sesuai hasil 

peninjauan di lapangan ; 
e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 

Badan sesuai dengan bidang tugasnya. 
 

Pasal 169 
 

(1) Bidang Penetapan terdiri dari Tim Teknis yang dalam 
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala 
Bidang Penetapan. 

(2) Tim Teknis Bidang Penetapan mempunyai tugas menghitung biaya 
perijinan dan menerima keuangan perijinan.  

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), Tim Teknis Bidang Penetapan mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan pedoman dan petunjuk  teknis perhitungan dan 

penetapan perijinan; 
b. Pelaksanaan penetapan biaya perijinan sesuai tarip yang diatur 

dalam Peraturan Daerah; 
c. Penerimaan pembayaran perijinan dari pemohon yang sudah 

ditetapkan; 
d. Pelaksanaan pemrosesan permohonan pelayanan perijinan; 
e. Penyusunan tata laksana, prosedur tetap pelayanan perijinan 

dalam rangka mewujudkan pelayanan prima; 
f. Pelaksanaan koordinasi dengan Tim Teknis yang melakukan 

peninjauan di lapangan; 
g. Pelaksanaan pencatatan surat ijin yang telah ditetapkan dan 

laporan keuangan perijinan setiap hari kerja; 
h. Penyetoran keuangan perijinan ke Dinas Pendapatan, 

Pengelolaan Keuangan dan Asset sesuai dengan pos PAD 
Dinas terkait setiap akhir minggu; 

i. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang Penetapan sesuai dengan bidang tugasnya. 

 
 
 
 

Bagian Kesembilan 
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B 

Dr. R. SOSODORO DJATIKOESOEMO 
 

Pasal 170 
 

(1) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sosodoro 
Djatikoesoemo Bojonegoro bertanggungjawab kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerah. 

(2) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sosodoro 
Djatikoesoemo Bojonegoro mempunyai tugas memimpin RSUD 
dalam Pelaksanaan dan Pemberian Pelayanan Kesehatan 
Perorangan secara paripurna dan menyediakan pelayanan rawat 
inap, rawat jalan dan gawat darurat; 
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(3) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sosodoro 
Djatikoesoemo Bojonegoro, mempunyai fungsi: 

a. Pembuatan rumusan kebijakan  teknis  di bidang  Pelayanan 
Kesehatan; 

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah di bidang Pelayanan Kesehatan; 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pelayanan 
Kesehatan;  

d. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

 
Pasal 171 

 
(1) Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan dalam melaksanakan 

tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung 
kepada Direktur Rumah Sakit. 

(2) Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai tugas : 
mengkoordinasikan, memantau, dan merumuskan kebijakan 
pelayanan administrasi program, hukum, hubungan masyarakat, 
ketatausahaan dan keuangan. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (2), 
wakil direktur administrasi  mempunyai fungsi : 

a. Pelaksanaan koordinasi penataan kelembagaan dan 
ketatalaksanaan ;  

b. Pelaksanaan kegiatan persuratan,rumah-tangga,kepegawaian ; 

c. Pengelolaan administrasi kepegawaian, surat menyurat, 
kearsipan, perpustakaan rumah sakit, perlengkapan dan 
perjalanan dinas  

d. Pengkoordinasian perumusan peraturan perundang-undangan 
dan penelaahan hukum, serta perlindungan hukum di bidang 
pelayanan kesehatan rumah sakit ; 

e. Pelaksanaan rekam medis dan pemasaran pogram/ kegiatan 
rumah sakit ; 

f. Pengkoordinasian peningkatan dan pemeliharaan mutu 
pelayanan rumah sakit; 

g. Pelaksanaan koordinasi penelitian pengembangan dan 
pendidikan pelatihan ; 

h. Pelaksanaan koordinasi pelayanan pengaduan masyarakat; 

i. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan, remunerasi/ 
pembayaran gaji karyawan rumah sakit, mobilisasi anggaran 
dan pelaporan keuangan rumah sakit ; 

j. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Direktur 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

 
Pasal 172 

 
(1) Wakil Direktur Umum dan Keuangan terdiri dari :  

a. Bagian Tata Usaha ; 
b. Bagian Program dan Hukum   ; 
c. Bagian Keuangan. 

(2) Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur 
Administrasi  dan Keuangan. 
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Pasal 173 
 

(1) Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan 
koordinasi dan memberikan pelayanan administratif, pengelolaan 
data dan informasi rekam medis. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : 
a. Pelaksanaan urusan kepegawaian, umum, perlengkapan, 

rumah tangga, protokol, sistem Informasi dan rekam medis ; 
b. Pengkoordinasian pelaksanaan jasa kebersihan, keamanan 

dan parkir ; 
c. Perencanaan, pengkoordinasian, pengevaluasian serta 

pelaporan bidang administrasi perkantoran dan perlengkapan 
sarana prasarana rumah sakit; 

d. Pengkoordinasian kegiatan perpustakaan dan kearsipan rumah 
sakit ; 

e. Pengumpulan dan pengolahan serta umpan balik data laporan 
(harian, mingguan, bulanan, triwulan, semester, dan tahunan) ; 

f. Pelaksanaan, pengumpulan, penyajian, dan analisis statistik 
data; 

g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Wakil 
Direktur Umum dan Keuangan sesuai bidang tugasnya. 

 
Pasal 174 

 
(1) Bagian Tata Usaha terdiri dari : 

a. Sub Bagian Kepegawaian ; 
b. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;  
c. Sub Bagian Sistem Informasi dan Rekam Medis;.   

(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub 
Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Bagian Tata Usaha. 

 
Pasal 175 

 
(1) Kepala Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas 

melaksanakan perencanaan, analisis dan mengelola seluruh 
karyawan rumah sakit serta pengusulan kebutuhan sumber daya 
manusia dalam rangka pengorganisasian rumah sakit. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Sub Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi : 
a. Penyelenggaraan pengelolaan tata usaha kepegawaian yang 

meliputi pengumpulan data pegawai, buku induk pegawai, 
orientasi pegawai baru, pembinaan karier dan pensiun 
pegawai; 

b. Penyusunan administrasi, formasi pegawai dan perencanaan 
serta evaluasi pegawai ; 

c. Penyiapan, pengusulan dan pelaksanaan kenaikan pangkat  
dan kenaikan gaji berkala ; 

d. Perencanaan, penganalisaan dan pengimplementasian 
penilaian kinerja pegawai,  mutasi dan rotasi pegawai  ;  

e. Perencanaan, penetapan, pengimplementasian dan 
pengevaluasian uraian tugas seluruh pegawai ;  

f. Penyelenggaraan usaha peningkatan dan pengawasan disiplin 
pegawai ; 
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g. Pelaksanaan pembinaan teknis dan evaluasi dalam akreditasi 
tenaga pelayanan rumah sakit dengan bekerjasama dengan 
pihak lain; 

h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Bagian Tata Usaha sesuai bidang tugasnya. 

 
Pasal 176 

 
(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas 

melaksanakan urusan surat menyurat, tata kearsipan, 
perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan 
prasarana. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan-

kegiatan tata usaha serta pemeliharaan perlengkapan dan 
peralatan kantor; 

b. Penyusunan perencanaan dan mengurus pemeliharaan 
kebersihan ; 

c. Penyusunan perencanaan dan mengkoordinasikan jasa 
keamanan fasilitas rumah sakit  ; 

d. Pengkoordinasian pengelolaan parkir rumah sakit;  
e. Penyelenggaraan rumah tangga dan protokol ; 
f. Perencanaan, pengkoordinasian, pengevaluasian serta 

pelaporan bidang administrasi perkantoran dan perlengkapan 
sarana prasarana rumah sakit; 

g. Pengkoordinasian kegiatan perpustakaan rumah sakit ; 
h. Pengkoordinasian perhitungan asset rumah sakit ;  
i. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana rumah 

sakit dengan bidang/ instalasi terkait ;  
j. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh kepala 

Bagian Tata Usaha sesuai bidang tugasnya. 
 

Pasal 177 
 

(1) Kepala Sub Bagian Sistem Informasi dan Rekam Medis 
mempunyai tugas mempersiapkan, mengkoordinasikan, 
menganalisis, mensinergikan dan menyediakan sistem  informasi 
dan rekam medis. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Sub Bagian Sistem Informasi dan Rekam Medis 
mempunyai fungsi: 
a. Pengumpulan dan pengolahan serta umpan balik data laporan 

(harian, mingguan, bulanan,triwulan, semester, dan tahunan) ; 
b. Pengkoordinasian, pelaksanaan serta evaluasi Sistem 

Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS) baik yang bersifat 
komputerisasi maupun non komputerisasi serta sesuai dengan 
kebutuhan pelanggan internal dan eksternal rumah sakit ; 

c. Penyusunan informasi manajemen rumah sakit dalam rangaka 
pengambil keputusan pihak manajemen ; 

d. Pelaksanaan, pengumpulan, penyajian, dan analisis statistik ; 
e. Pelaksanaaan kegiatan rekam medis, meliputi pencatatan, 

pelaporan, pemeliharaan dan mensistematiskan catatan medis; 
f. Penyajian dan analisis data informasi rekam medis ; 
g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh kepala 

Bagian Tata Usaha sesuai bidang  tugasnya. 
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Pasal 178 
 

(1) Kepala Bagian Program dan Hukum mempunyai tugas 
mengumpulkan, merumuskan dan menganalisis program, hukum 
dan hubungan masyarakat dengan berpedoman pada rencana 
strategis dan rencana bisnis rumah sakit. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), 
Kepala Bagian Program dan Hukum mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan, pengkoordinasian dan mensinkronkan program 

dengan program pemerintah pusat maupun daerah;  
b. Penyiapan, penganalisaan dan pelaporan rencana kerja rumah 

sakit dan implementasinya; 
c. Pengkoordinasian penyusunan dan implementasi standar 

pelayanan minimal;  
d. Perencanaan dan pelaksanaan standarisasi dan sertifikasi 

mutu ; 
e. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan medis dan non 

medis baik secara internal maupun bekerjasama dengan pihak 
ketiga ;  

f. Perencanaan, pelaksanaan dan analisis survei kepuasan 
pelanggan ; 

g. Pemberian informasi dan jawaban atas pertanyaan 
masyarakat/ media massa berkaitan dengan pengaduan 
masyarakat; 

h. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja 
terkait serta telaah dan perlindungan hukum tentang  
pengelolaan rumah sakit dan pelayanan rumah sakit; 

i. Pengadaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi kinerja 
rumah sakit ; 

j. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Wakil 
Direktur Umum dan Keuangan  sesuai dengan sesuai dengan 
bidang tugasnya. 

 
Pasal 179 

 
(1) Bagian Program dan  Hukum membawahi : 

a. Sub Bagian Program dan Peningkatan Mutu ; 
b. Sub Bagian Penelitian dan Pengembangan, Penindikan dan 

Pelatihan, dan Pemasaran Rumah Sakit; 
c. Sub Bagian  Hukum dan Pengaduan Pelayanan 

(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub 
Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Bagian Program dan Hukum. 

 
Pasal 180 

 
(1) Kepala Sub Bagian Program dan Peningkatan Mutu mempunyai 

tugas menghimpun, menganalisa, melaporkan dan 
mensinkronnisasikan program dengan kegiatan serta inovatif 
dalam peningkatan mutu rumah sakit. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Sub Bagian Program dan Peningkatan Mutu mempunyai 
fungsi : 
a. Perumusan, pengkoordinasian dan singkronisasi penyusunan 

program dengan anggaran rumah sakit, program pemerintah 
pusat maupun daerah; 
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b. Penyiapan bahan penyusunan rencana strategis rumah sakit 
dan implementasinya  ; 

c. Pengkoordinasian penyusunan dan implementasi standar 
pelayanan minimal, indeks kepuasan masyarakat, Standar 
Operating Prosedur (SOP);  

d. Pelaksanaan analisis, evaluasi, pengendalian dan tindak lanjut 
program rumah sakit ; 

e. Pengkoordinasian penyusunan laporan tahunan rumah sakit;  
f. Penyiapan bahan dan inovatif dalam rangka pengembangan 

organisasi dan tata laksana ; 
g. Perencanaan dan koordinasi pelaksanaan standarisasi dan 

sertifikasi mutu ; 
h. Pemeliharaan mutu program layanan rumah sakit ;  
i. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh kepala 

Bagian Program dan Hukum sesuai dengan bidang tugasnya. 
 

Pasal 181 
 

(1) Kepala Sub Bagian Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan 
dan Pelatihan dan Pemasaran Rumah Sakit mempunyai tugas 
mengkoordinir, pengumpulan, perumusan dan pengolahan data 
guna penelitian dan pengembangan, pendidikan latihan, dan 
pemasaran rumah sakit. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Sub bagian Bagian Penelitian dan Pengembangan, 
Pendidikan dan Pelatihan dan Pemasaran Rumah Sakit 
mempunyai fungsi : 
a. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan medis dan non 

medis baik secara internal maupun bekerjasama dengan pihak 
ketiga ;  

b. Perencanaan dan pengkoordinasian pelaksanaan pendidikan 
dan latihan baik yang bersifat internal maupun eksternal; 

c. Pengkoordinasian dan penyebarluasan informasi program dan 
pelayanan rumah sakit; 

d. Perencanaan, pengkoordinasian dan penganalisaan survei 
kepuasan pelanggan ; 

e. Penyusunan rencana pemasaran pelayanan rumah sakit sesuai 
dengan target dan program rumah sakit;  

f. Pelaksanaan pemetaan pelanggan eksternal rumah sakit 
g. Pengadaan pembinaan dan pengawasan serta evaluasi 

pemasaran rumah sakit ; 
h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh kepala 

Bagian Program dan Hukum sesuai dengan bidang tugasnya. 
 

Pasal 182 
 

(1) Kepala Sub Bagian Hukum dan Pengaduan Pelayanan 
mempunyai tugas mengkoordinir, merumuskan, menelaah, 
penyusunan dan perlindungan hukum terkait pelayanan rumah 
sakit secara organisasi maupun pelayanan medis dan menjawab 
semua pengaduan pelayanan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Sub Bagian Hukum dan pengaduan Pelayanan mempunyai 
fungsi: 
a. Pelaksanaan telaah dan kajian  hukum terkait perlindungan 

hukum pada pelayanan rumah sakit  ; 
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b. Pelaksanaan kordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait 
baik internal maupun eksternal kaitannya dengan analisis dan 
perlindungan hukum terhadap program dan pelayanan rumah 
sakit ; 

c. Penerimaan pengaduan pelanggan internal dan eksternal 
rumah sakit dan menindaklanjuti atau memberi solusi terhadap 
pengaduan tersebut ; 

d. Penyusunan kebijakan dan produk hukum rumah sakit; 
e. Penilaian dan penyusunan semua bentuk kerjasama rumah 

sakit dengan pihak ketiga; 
f. Pemberian informasi kepada masyarakat tentang program 

pelayanan rumah sakit; 
g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh kepala 

Bagian Program dan Hukum  sesuai dengan bidang tugasnya. 
 

Pasal 183 
 

(1) Kepala Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan 
analisis, koordinasi, dan pengelolaan urusan keuangan rumah 
sakit. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Bagian Keuangan mempunyai fungsi: 
a. Pelaksanaan penyusunan anggaran rumah sakit baik yang 

bersifat investasi maupun operasional; 
b. Perencanaan, penganalisaan dan penggalian sumber-sumber 

pendapatan rumah sakit baik pendapatan fungsional (pasien) 
maupun non fungsional (sumber non pasien) ; 

c. Pelaksanaan koordinasi verifikasi, penyusunan neraca 
(akuntansi) pengelolaan keuangan dan data keuangan pasien 
rumah sakit ; 

d. Pelaksanaan koordinasi kegiatan perbendaharaan keuangan 
dan mobilisasi anggaran; 

e. Penyiapan bahan koordinasi atau kerja sama dengan instansi/ 
lembaga lain dalam penggalian dana/ pembiayaan rumah sakit; 

f. Pelaksanaan penataan remunerasi sistem terkait seluruh jasa 
pelayanan sesuai dengan peraturan yang berlaku ; 

g. Penyusunan pertanggungjawaban hasil mobilisasi pembiayaan 
dan keuangan rumah sakit ; 

h. Pelaksanaan pengendalian ketatausahaan keuangan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku ; 

i. Penghitungan dan penganalisaan nilai asset dan umur barang 
yang dimiliki rumah sakit ;  

j. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Wakil 
Direktur Administrasi dan Keuangan sesuai bidang tugasnya. 

 
Pasal 184 

 
(1) Bagian Keuangan terdiri dari : 

a. Sub Bagian Penyusunan Anggaran dan Remunerasi ; 
b. Sub Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Anggaran ; 
c. Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi. 

(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub 
Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Bagian Keuangan. 
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Pasal 185 
 

(1) Kepala Sub Bagian Penyusunan Anggaran dan Remunerasi 
mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan anggaran, 
menganalisis dan melaksanakan remunerasi sesuai ketentuan 
Peraturan perundang-undangan.  

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Sub Bagian Penyusunan Anggaran dan Remunerasi  
mempunyai fungsi :  
a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran rumah sakit 

baik yang bersifat investasi maupun operasional bekerjasama 
dengan subbagian program; 

b. Perencanaan, penganalisaan dan penggalian sumber-sumber 
pendapatan rumah sakit baik pendapatan fungsional (pasien) 
maupun non fungsional (sumber non pasien) ; 

c. Penyelenggaraan tata usaha pembayaran gaji pegawai ; 
d. Penyiapan bahan koordinasi atau kerja sama dengan instansi/ 

lembaga lain dalam penggalian dana/ pembiayaan rumah sakit; 
e. Pelaksanaan penataan remunerasi sistem terkait seluruh jasa 

pelayanan sesuai dengan peraturan yang berlaku ; 
f. Penghimpunan peraturan perundang-undangan dibidang 

keuangan untuk keperluan penyusunan anggaran dan  
remunerasi ; 

g. Perencanaan dan pengkoordinasian besaran tarif pelayanan 
rumah sakit ; 

h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Bagian Keuangan  sesuai bidang tugasnya. 

 
Pasal 186 

 
(1) Kepala Sub Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Anggaran 

mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyimpanan dan 
pengeluaran anggaran dari hasil pendapatan rumah sakit serta 
melakukan mobilisasi anggaran secara transparansi dan 
akuntabilitas. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Sub Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Anggaran 
mempunyai fungsi : 
a. Pelaksanaan ketatausahaan keuangan operasional dan 

pembiayaan investasi ; 
b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan perbendaharaan keuangan 

operasional dan investasi ; 
c. Pengurusan keuangan perjalanan dinas dan ganti rugi ;  
d. Pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengumpulan dan 

penyetoran pendapatan rumah sakit ; 
e. Pengelolaan tata usaha keuangan dan pembukuan dan 

realisasi anggaran pendapatan belanja rumah sakit ; 
f. Pengelolaan dana yang diperoleh dari pelayanan dan jasa 

rumah sakit ; 
g. Penyiapan bahan koordinasi instansi/ lembaga lain dalam 

penggalian dana/ pembiayaan rumah sakit ; 
h. Penyusunan  draft kerja sama di bidang pengelolaan keuangan 

dengan pihak ketiga ; 
i. Penyusunan pertanggungjawaban hasil mobilisasi pembiayaan 

dan keuangan rumah sakit ; 
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j. Pelaksanaan pengendalian ketatausahaan keuangan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku ; 

k. Penyiapan data keuangan untuk keperluan pemeriksaan dari 
institusi lain yang  berhubungan dengan pengawasan 
keuangan ; 

l. Penghimpunan peraturan perundang-undangan dibidang 
keuangan untuk keperluan perbendaharaan dan mobilisasi 
anggaran; 

m. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Bagian  Keuangan sesuai bidang tugasnya. 

 
Pasal 187 

 
(1) Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi mempunyai tugas 

melaksanakan verifikasi terhadap pengelolaan keuangan rumah 
sakit, data keuangan pasien dan penyusunan akuntansi (neraca) 
keuangan dan laporan keuangan rumah sakit sesuai ketentuan 
yang berlaku. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Akutansi mempunyai fungsi : 
a. Pelaksanaan verifikasi  terhadap anggaran rumah sakit ; 
b. Pelaksanaan verifikasi laporan keuangan, pembukuan dan 

pencatatan keuangan lainnya ; 
c. Pelaksanaan verifikasi terhadap data status keuangan pasien;  
d. Penyusunan laporan keuangan secara lengkap untuk 

mengumpanbalikkan kepada pihak yang memerlukan sesuai 
peraturan perundang-undangan ; 

e. Penyusunan laporan akuntansi (neraca) keuangan rumah sakit; 
f. Penghitungan, pengkoordinasian dan penganalisaan nilai asset 

yang dimiliki rumah sakit ;  
g. Penghitungan dan penganalisaan umur barang rumah sakit ; 
h. Penghimpunan peraturan perundang-undangan dibidang 

keuangan untuk keperluan verifikasi dan  akutansi ; 
i. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 

Bagian Keuangan sesuai bidang tugasnya. 
 

Pasal 188 
 

(1) Wakil Direktur Pelayanan dipimpin oleh seorang Wakil Direktur 
yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada 
Direktur. 

(2) Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas mengkoordinasikan, 
memantau, dan merumuskan kebijakan pelayanan medis, 
penunjang medis dan asuhan keperawatan.  

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (2), 
Wakil Direktur Pelayanan mempunyai fungsi :  
a. Pelaksanaan koordinasi rencana kebutuhan pelayanan medis, 

penunjang medis serta asuhan keperawatan ; 
b. Pelaksanaan koordinasi, memantau dan pengendalian 

pelayanan medis, penunjang medis dan asuhan keperawatan ; 
c. Pengkoordinasian pengaturan kebutuhan tenaga, peningkatan 

dan fasilitas serta pembinaan dan bimbingan tenaga medis dan 
paramedis ; 

d. Perumusan kebijakan dan pengambilan  keputusan terkait 
sumber daya maupun  operasionalisasi (kebijakan)  pelayanan 
medis dan asuhan keperawatan ; 
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e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Direktur 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

 
Pasal 189 

 
(1) Wakil Direktur Pelayanan terdiri dari : 

a. Bidang Pelayanan Medis ; 
b. Bidang Keperawatan. 

(2) Masing-masing Bidang sebagaimana di maksud, dipimpin oleh 
seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan. 

 
Pasal 190 

 
(1) Kepala Bidang Pelayanan Medis mempunyai tugas 

merencanakan,  mengkoordinasikan dan mengambil keputusan 
terkait  pelayanan medis pada instalasi  rawat darurat, perawatan 
intensif sentral, bedah sentral, radiologi, patologi klinik, patologi 
anatomi, gizi, farmasi, rehabilitasi medis, forensik dan 
pemulasaran jenazah, perinatologi serta psikiatri dan psikologi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Bidang Pelayanan Medis mempunyai fungsi :  
a. Perencanaan program pelayanan medis; 
b. Pelaksanaan upaya pengembangan pelayanan medis ;  
c. Pengusulan pembiayaan program pelayanan medis ; 
d. Pelaksanaan pemantauan dan analisis kegiatan pelayanan 

medis ; 
e. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penggunaan 

fasilitas pelayanan termasuk peralatan medis dan penunjang 
medis ; 

f. Pelaksanaan pengawasan dan penilaian pelayanan pasien ; 
g. Pelaksanaan pemantauan dan analisis terhadap kegiatan 

penunjang medis ; 
h. Pengadaan pembinaan dan pengawasan serta evaluasi sesuai 

bidang tugasnya ; 
i. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan  oleh Wakil 

Direktur Pelayanan sesuai dengan bidang tugasnya. 
 

Pasal 191 
 

(1) Bidang Pelayanan Medis terdiri dari : 
a. Seksi  Pelayanan Medis ; 
b. Seksi  Penunjang Medis; 

(2) Masing-masing seksi  sebagaimana di maksud, dipimpin oleh 
seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Medis. 

 
Pasal 192 

 
(1) Kepala Seksi Pelayanan Medis mempunyai tugas menyiapkan 

perencanaan,  mengkoordinasikan dan implementasi pelayanan 
medis instalasi rawat darurat, perawatan intensif sentral, bedah 
sentral, rehabilitasi medis, forensik dan pemulasaran jenazah, 
perinatologi serta psikiatri dan psikologi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Seksi Pelayanan Medis mempunyai fungsi : 
a. Pelaksanaan perencanaan program pelayanan medis; 
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b. Pengusulan rencana anggaran pembiayaan program 
pelayanan medis ; 

c. Pelaksanaan pemantauan dan analisis kegiatan pelayanan 
medis ; 

d. Pelaksanaan pengawasan dan penilaian pelayanan pasien ; 
e. Perencanaan dan penganalisaan sumber daya dalam rangka 

peningkatan mutu pelayanan medis rumah sakit ; 
f. Penganalisaan indikator kinerja dan standar pelayanan rumah 

sakit dan implementasinya pada kinerja pelayanan medis ; 
g. Pengkoordinasian kegiatan pelayanan medis yang melibatkan 

institusi diluar rumah sakit ;  
h. Pengadaan pembinaan dan pengawasan, serta evaluasi 

sesuai sub bidang tugasnya ; 
i. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang Pelayanan Medis sesuai dengan bidang tugasnya. 
 

Pasal 193 
 

(1) Kepala Seksi Penunjang Medis mempnyai tugas menyiapkan 
perencanaan, mengkoordinasikan dan implementasi penunjang 
medis pada instalasi radiologi, patologi klinik, patologi anatomi, 
gizi, farmasi. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Seksi Pelayanan Medis mempunyai fungsi : 
a. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penggunaan 

fasilitas pelayanan termasuk peralatan medis, penunjang medis 
dan non medis ; 

b. Pelaksanaan perencanaan, koordinasi pelaksanaan, 
pemantauan dan analisis terhadap kegiatan penunjang medis ; 

c. Perencanaan dan penganalisaan sumber daya dalam rangka 
peningkatan mutu penunjang medis rumah sakit ; 

d. Penganalisaan indikator kinerja dan standar pelayanan rumah 
sakit dan implementasinya pada kinerja penunjang medis ; 

e. Pelaksanaan koordinasi kegiatan penunjang medis yang 
melibatkan institusi diluar rumah sakit ;  

f. Pengadaan pembinaan dan pengawasan serta evaluasi sesuai 
sub bidang tugasnya ; 

g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang Pelayanan Medis sesuai dengan bidang tugasnya. 

 
Pasal 194 

 
(1) Kepala Bidang Keperawatan mempunyai tugas menyiapkan 

semua perencanaan,  mengkoordinasikan dan mengambil 
keputusan terkait  kebutuhan pelayanan asuhan dan logistik 
keperawatan pada instalasi rawat inap, rawat jalan  serta 
koordinasi kegiatan pada instalasi pemeliharaan sarana, promosi 
kesehatan rumah sakit dan pelayanan administrasi terpadu. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Kepala Bidang Keperawatan mempunyai fungsi : 

a. Pelaksanaan koordinasi perencanaan, kebutuhan tenaga, 
biaya, perlengkapan dan fasilitas, serta kegiatan asuhan 
keperawatan ; 

b. Pelaksanaan pemantauan, pengawasan pelayanan 
keperawatan dan asuhan keperawatan, serta etika 
keperawatan ; 
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c. Pelaksanaan penyusunan kegiatan dan mekanisme pelayanan 
keperawatan dalam rangka koordinasi pelaksanaan kegiatan 
masing-masing instalasi dan unit kerja keperawatan ; 

d. Pelaksanaan koordinasi penyusunan kegiatan dan 
mekanismenya pada instalasi pemeliharaan sarana, promosi 
kesehatan rumah sakit dan instalasi pelayanan administrasi 
terpadu ; 

e. Pengadaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta 
evaluasi sesuai bidang tugasnya ; 

f. Pelaksanaan upaya pengembangan sistem pelayanan 
keperawatan; 

g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Wakil 
Direktur Pelayanan sesuai dengan bidang tugasnya. 

 
Pasal 195 

 
(1) Bidang Keperawatan terdiri dari : 

a. Seksi Asuhan Keperawatan; 
b. Seksi Logistik Keperawatan. 

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dipimpin oleh 
seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bidang Keperawatan. 

 
Pasal 196 

 
(1) Kepala Seksi Asuhan Keperawatan mempunyai tugas menyiapkan 

perencanaan, mengkoordinasikan dan implementasi kebutuhan 
pelayanan asuhan keperawatan pada instalasi rawat inap dan 
rawat jalan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Seksi Asuhan Keperawatan mempunyai fungsi : 
b. Perencanaan dan pemastian pelayanan dan mutu asuhan 

keperawatan mulai dari pasien masuk hingga keluar serta 
memelihara kesinambungan informasi ; 

c. Pengkoordinasian dan pemobilisasian tenaga perawat sesuai 
peraturan yang berlaku ; 

d. Pengkoordinasian peningkatan kemampuan, perilaku dan mutu 
tenaga keperawatan, dan bekerjasama dengan unit kerja terkait 
di lingkungan internal rumah sakit ; 

e. Pengkoordinasian penyusunan prosedur tetap keperawatan ; 
f. Pengkoordinasian kebutuhan dan kegiatan pada instalasi 

promosi kesehatan rumah sakit dan pelayanan administrasi 
terpadu ; 

g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang Keperawatan sesuai dengan bidang tugasnya. 

 
Pasal 197 

 
(1) Kepala Seksi Logistik Keperawatan mempunyai tugas menyiapkan 

perencanaan, mengkoordinasikan dan implementasi kebutuhan 
kegiatan pada instalasi pemeliharaan sarana dan logistik 
keperawatan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Seksi Logistik keperawatan mempunyai fungsi : 
a. Perencanaan kebutuhan, pengaturan serta memastikan 

ketersediaan segala sesuatu terkait kebutuhan logistik 
pelaksanaan asuhan keperawatan; 
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b. Pengkoordinasian dan bekerja sama dengan unit terkait secara 
internal maupun eksternal rumah sakit terkait ketersediaan dan 
kesinambungan logistk dalam pelaksanaan asuhan 
keperawatan ; 

c. Pengadaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan 
evaluasi sesuai sub bidang tugasnya ; 

d. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang Keperawatan sesuai dengan bidang tugasnya. 

 
Pasal 198 

 
(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan 

kegiatan teknis program dan pelayanan kesehatan sesuai 
keahliannya masing-masing. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari : 
a. Satuan Pemeriksaan  Internal ; 
b. Komite-Komite  ; 
c. Staf Medis Fungsional ; 
d. Staf Paramedis Fungsional ; 
e. Staf Non Medis Fungsional; 
f. Instalasi-Instalasi. 

 
Pasal 199 

 
(1) Satuan Pemeriksaan Internal adalah kelompok fungsional yanga 

bertugas melaksanakan pemeriksaan/ pengawasan terhadap 
kesesuaian pengelolaan program/ kegiatan pelayanan dan 
pengelolaan sumber daya rumah sakit (sebagai pelaksana audit 
internal rumah sakit). 

(2) Satuan pemeriksaan Internal dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur 
RSUD Dr. Sosodoro Djatikoesoemo dengan masa bakti selama 3 
(tiga) tahun. 

(3) Satuan Pengawas Internal terdiri dari : 
a. Ketua merangkap Anggota ; 
b. Wakil Ketua merangkap Anggota ; 
c. Sekretaris merangkap Anggota ; 
d. Anggota-anggota dan Staf Administrasi. 

 
Pasal 200 

 
(1) Komite Medis adalah kelompok tenaga medis yang 

keanggotaannya dipilih dari anggota staf medis fungsional yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepad Direktur RSUD Dr. 
R. Sosodoro Djatikoesoemo. 

(2) Komite Medis mempunyai tugas membantu Direktur RSUD Dr. R. 
Sosodoro Djatikoesoemo dalam menyusun standar pelayanan dan 
memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika 
profesi anggota staf medis Fungsional yang mengembangkan 
program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta kegiatan dan 
pengembangan. 

(3) Pembentukan Komite Medis pada RSUD Dr. R. Sosodoro 
Djatikoesoemo ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Dr. 
R. Sosodoro Djatikoesoemo dengan masa bakti selama 3 (tiga) 
tahun. 

(4) Komite Medis terdiri : 
a. Ketua merangkap Anggota; 
b. Wakil Ketua merangkap Anggota ; 
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c. Sekretaris merangkap Anggota ; 
d. Anggota-Anggota dan Staf Administrasi. 

(5) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Medis dapat dibantu oleh 
Sub Komite yang anggotanya terdiri dari Staf Medis Fungsional 
dan tenaga profesi lainnya secara ex officio. 

(6) Sub Komite adaalh kelompok kerja khusus di dalam Komite Medik 
yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus, sesuai dengan 
kebutuhan rumah sakit. 

(7) Pembentukan Sub Komite sebagaimana dimaksud, ditetapkan 
oleh Direktur RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo. 

 
Pasal 201 

 
(1) Komite Keperawatan adalah kelompok tenaga keperawatan yang 

kenggotaanya dipilih dari anggota staf keperawatan yang 
keanggotaanya dipilih dari anggota staf Keperawatan Fungsional 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur 
RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo. 

(2) Komite Keperawatan mempunyai tugas membantu Direktur dalam 
penyusunan standar keperawatan, membantu peaksanaanya dan 
melakukan pembinaan etika profesi dan mengembangkan 
profesionalisme keperawatan. 

(3) Pembentukan Komite Keperawatan ditetapkan dengan keputusan 
Direktur RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo dengan masa 
jabatan 3 (tiga) tahun. 

(4) Komite Keperawatan terdiri dari : 
a. Ketua merangkap Anggota ; 
b. Wakil Ketua merangakap Anggota ; 
c. Sekretaris marangkap Anggota ; 
d. Anggota-Anggota dan Staf Administrasi ; 

(5) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Keperawatan dapat 
dibantu oleh sub komite yang anggotanya terdiri dari Staf 
Paramedis Fungsional dan tenaga profesi lainnya secara ex officio. 

(6) Sub Komite adalah kelompok kerja khusus di dalam Komite 
Keperawatan yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus, 
sesuai dengan kebutuhan rumah sakit.  

(7) Pementukan sub Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
ditetapkan oleh Direktur RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo. 

 
Pasal 202 

 
(1) Komite Peningkatan Mutu adalah kelompok tenaga lintas disiplin 

ilmu di rumah sakit yang keanggotaannya dipilih dari staf rumah 
sakit yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 
Direktur RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo . 

(2) Komite peningkatan mutu mempunyai tugas membantu Direktur 
dalam penatalaksanaan sistem manajemen dan pengendalian 
mutu pelayanan di rumah sakit termasuk dalam meneliti kepuasan 
pelanggan internal dan eksternal terkait mutu pelayanan rumah 
sakit. 

(3) Pembentukan Komite peningkatan mutu ditetapkan dengan 
Keputusan Direktur RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo dengan 
masa jabatan 3(tiga) tahun. 

(4) Komite peningkatan mutu terdiri dari : 
a. Ketua merangkap Anggota ; 
b. Wakil Ketua merangkap Anggota ; 
c. Sekretaris merangkap Anggota ; 
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d. Anggota-Anggota dari Staf Administrasi. 
 

Pasal 203 
 

(1) Komite Pengendalian Infeksi adalah kelompok tenaga lintas 
disiplin ilmu di rumah sakit yang keanggotaannya dipilih dari staf 
rumah sakit yang berada di bawah dan bertanggunga jawab 
kepada Direktur RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo. 

(2) Komite Pengendali Infeksi mempunyai tugas membantu Direktur 
dalam penatalaksanaan sistem manajemen dan pengendalian 
infeksi nosokomial di unit perawatan di rumah sakit. 

(3) Pembentukan Komite pengendalian infeksi ditetapkan dengan 
keputusan Direktur RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo dengan 
masa jabatan 3 (tiga) tahun. 

(4) Komite Pengendalian Infeksi terdiri dari : 
a. Ketua merangkap Anggota ; 
b. Wakil Ketua merangkap Anggota ; 
c. Sekretaris merangkap Anggota ; 
d. Anggota-Anggota dari Staf Administrasi. 

 
Pasal 204 

 
(1) Komite Keselamatan Kerja, Kebakaran dan Kewaspadaan 

Bencana adalah kelompok tenaga antar unit di rumah sakit yang 
keanggotaannya dipilih dari staf rumah sakit yang berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Direktur RSUD Dr. R. Sosodoro 
Djatikoesoemo. 

(2) Komite Keselamata Kerja, kebakaran dan kewaspadaan bencana 
mempunyai tugas membantu Direktur dalam penatalaksanaan 
sestem manajemen keselamatan kerja, kebakaran dan 
kebaspadaan bencana di seluruh unit di Rumah Sakit. 

(3) Pembentukan komite keselamatan kerja, kebakaran dan 
kewaspadaan bencana ditetapkan dengan keputusan Direktur 
RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo untuk masa jabatan 3 (tiga) 
tahun. 

(4) Komite Keselamatan Kerja, Kebakaran dan Kewaspadaan 
Bencana terdiri dari : 
a. Ketua merangkap Anggota ; 
b. Wakil Ketua merangkap Anggota ; 
c. Sekretaris merangkap Anggota ; 
d. Anggota-Anggota dari Staf Administrasi. 

 
Pasal 205 

 
(1) Komite Etika dan Hukum adalah kelompok antar disiplin ilmu di 

rumah sakit yang keanggotaannya dipilih dari staf rumah sakit, 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur 
RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo. 

(2) Komite Etika dan Hukum mempunyai tugas membantu Direktur 
RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo : 
a. Dalam pengawasan dan pembinaan pelaksanaan etika oleh 

masing-masing disiplin ilmu di rumah sakit ; 
b. Melaksanakan penelitian, analisis dan jawaban kaitannya 

dengan permasalahan hukum termasuk kaitannya dengan 
medico legal  dan kasus-kasus medication error. 
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(3) Pembentukan Komite Etika dan Hukum ditetapkan dengan 
keputusan Direktur RSUD  Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo dengan 
masa jabatan 3(tiga) tahun. 

(4) Komite Etika dan Hukum terdiri dari : 
a. Ketua merangkap Anggota ; 
b. Wakil Ketua merangkap Anggota ; 
c. Sekretaris merangkap Anggota ; 
d. Anggota-Anggota dari Staf Administrasi. 

 
Pasal 206 

 
(1) Komite Penanggulangan HIV/AIDS adalah kelompok antar disiplin 

ilmu di rumah sakit yang keanggotaannya dipilih dari staf rumah 
sakit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Direktur RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo. 

(2) Komie Penanggulangan HIV/AIDS mempunyai tugas membantu 
Direktur dalam pencegahan dan penatalaksanaan HIV/AIDS dalam 
pelayanan di rumah sakit. 

(3) Pembentukan Komite Penanggulangan HIV/AIDS ditetapkan 
dengan Keputusan Direktur RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo 
dengan masa jabatan 3(tiga) tahun.  

(4) Komite penaggulangan HIV/AIDS terdiri dari : 
a. Ketua merangkap Anggota ; 
b. Wakil Ketua merangkap Anggota ; 
c. Sekretaris merangkap Anggota ; 
d. Anggota-Anggota dari Staf Administrasi. 

 
Pasal 207 

 
(1) Komite Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi adalah kelompok antar 

disiplin ilmu di rumah sakit yang keanggotaannya dipilih dari staf 
rumah sakit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Direktu RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo. 

(2) Komite Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi mempunyai tugas 
membantu Direktur dalam kaitannya dengan perencanaan, 
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kaitannya dengan 
pelayanan kesehatan ibu dan bayi/ anak dalam rangka 
mewujudkan gerakan sayang ibu dan keberhasilan penggunaan 
Air Susu Ibu (ASI). 

(3) Pembentukan Komite Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi 
ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Dr.R. Sosodoro 
Djatikoesoemo dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun. 

(4) Komite Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi terdiri dari : 
a. Ketua merangkap Anggota ; 
b. Wakil Ketua merangkap Anggota ; 
c. Sekretaris merangkap Anggota ; 
d. Anggota-Anggota dari Staf Administrasi. 

 
Pasal 208 

 
(1) Komite Rekam Medis adalah kelompok antar disiplin ilmu di rumah 

sakit yang keanggotaannya dipilih dari staf rumah sakit yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur RSUD 
Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo. 

(2) Komite Rekam Medis mempunyai tugas membantu Direktur dalam 
penata laksanaan kebijakan rekam medis di Rumah Sakit. 
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(3) Pembentukan Komite Rekam Medis ditetapkan dengan keputusan 
Direktur RSUD Dr. R.Sosodoro Djatikoesoemo dengan masa 
jabatan 3 (tiga) tahun. 

(4) Komite Rekam Medis terdiri dari : 
a. Ketua merangakap Anggota ; 
b. Wakil Ketua merangkap Anggota ; 
c. Sekretaris merangkap Anggota ; 
d. Anggota-Anggota dan Staf Administrasi. 

 
Pasal 209 

 
(1) Staf Medis Fungsional adalah kelompok Dokter yang bekerja di 

Instalasi dalam Jabatan Fungsional. 
(2) Staf Medis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, 

pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningakatan dan 
pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan 
pelatihan serta penelitian dan pengembangan. 

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, staf medis fungsional 
dikelompokkan sesuai dengan keahliannya dan setiap kelompok 
dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggota kelompok. 

(4) Penatalaksanaan organisasi staf medis fungsional ini dijalankan 
sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 
dan diimplementasi dalam keputusan Direktur. 

(5) Ketua dan anggota kelompok diangkat dengan keputusan Direktur 
RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo. 

 
Pasal 210 

 
(1) Staf Paramedis Fungsional adalah kelompok tenaga paramedis 

yang bekerja dalam jabatan fungsional sesuai profesi masing-
masing. 

(2) Staf Paramedis Fungsional mempunyai tugas mendukung proses 
pelayanan di rumah sakit sesuai profesi masing-masing secara 
profesional. 

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, staf Paramedis Fungsional 
dikelompokkan sesuai dengan keahliannya dan setiap kelompok 
dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota kelompok. 

(4) Penatalaksanaan organisasi Staf Paramedis Fungsional ini 
dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dan diimplementasi dalam keputusan Direktur. 

(5) Ketua dan Anggota kelompok diangkat dengan keputusan Direktur 
RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo. 

 
Pasal 211 

 
(1) Staf Non Medis Fungsional adalah kelompok tenaga non medis 

fungsional yang bekerja dalam jabatan Fungsional sesuai profesi 
masing-masing.  

(2) Staf Non Medis Fungsional mempunyai tugas mendukung proses 
pelayanan di rumah sakit sesuai profesi masing-masing secara 
profesional. 

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Non Medis Fungsional 
dikelompokkan sesuai dengan keahliannya dan setiap kelompok 
dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota kelompok. 

(4) Penatalaksanaan organisasi staf non medis fungsional ini 
dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dan diimplementasi dalam keputusan Direktur.   
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k. Instalasi Rahabilitasi Medis mempunyai tugas 
mengkoordinasikan kebutuhan, pemantauan, pengawasan dan 
penggunaan fasilitas sumber daya instalasi Rehab Medis 
termasuk Fisioterapi ;  

l. Instalasi Forensik dan pemulasaran Jenazah, mempunyai 
tugas melaksanakan visum et repetum, otopsi/ bedah mayat, 
perawatan dan proses penguburan seta melaksanakan 
hubungan dengan pihak yang terkait dalam bidang hukum ; 

m. Instalasi Perinatologi, mempunyai tugas merencanakan dan 
menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk 
menyelenggarakan kegiatan pelayanan perinatologi ; 

n. Instalasi Psikiatri dan Psikologi, mempunyai tugas 
merencanakan dan menyediakan semua fasilitas dan 
kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan 
Psikiatri dan psikologi ; 

o. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit mempunyai tugas 
merancanakan dan menyediakan semua fasilaitas dan 
kebutuhan untuk menyelengarakan kegiatan pemeliharaan dan 
perbaikan sarana prasarana rumah sakit ; 

p. Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit, mempunyai tugas 
melaksanakan kegiatan status kesehatan masyarakat baik di 
lingkungan internal maupun eksternal rumah sakit, melalui 
berbagai media penyuluhan yang ada serta media massa; 

q. Instalasi Pelayanan Administrasi Terpadu (PAT) mempunyai 
tugas mengelola/ kegiatan administrasi pasien terkait 
pelayanan karcis, kartu status dan pembayaran baik bagi 
Pasien Umum, Asuransi Kesehatan, Pelayanan Kesehatan 
Bagi Masyarakat Miskin dan memberikan informasi pelayanan 
rumah sakit (resepsionis) ; 

r. Instalasi Rawat Darurat, Perawatan Insentif Sentral, Bedah 
Sentral, Radiologi, Patologi Klinik, Patologi Anatomi, Farmasi, 
Rehabilitasi Medis, Forensik dan Pemulasaran Jenazah, 
Perinatologi, Psikiatri dan Psikologi berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada  Kepala Bidang Pelayanan Medis ; 

s. Instalasi Rawat Inap, Rawat Jalan, Instalasi Pemeliharaan 
Sarana, Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit, Instalasi 
Pelayanan Administrasi Terpadu berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keperawatan ; 

t. Kepala Ruang Rawat Inap dan Kepala Ruang Rawat Jalan 
(poli), dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 
Keperawatan. 

 
Pasal 213 

 
(1) Dalam rangka pengawasan kinerja terkait pengelolaan keuangan 

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Dr. R Sosodoro 
Djatikoesoemo maka dibentuk Dewan Pengawas. 

(2) Tata Kelola Dewan Pengawas adalah sebagai berikut : 

a. Anggota Dewan Pengawas terdiri dari unsur-unsur pejabat 
satuan kerja pemerintah daerah yang berkaitan langsung 
dengan RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo. Pejabat 
Pengelola Keuangan Daerah dan Tenaga Ahli yang sesuai 
dengan kegiatan RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo; 
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b. Susunan Keanggotaan dan Pengangkatan  Dewan Pengawas 
ditetapkan sesuai ketentuan dalam peraturan perundang- 
undangan yang berlaku.  

(3) Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap 
pengelolaan RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo oleh Jajaran 
Manajermen RSUD khususnya tekait dengan: 

a. Perencanaan Bisnis dan Anggaran; 

b. Rencana strategi bisnis jangka panjang sesuai ketentuan 
Peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

c. Memberi pendapat dan saran kepada Bupati terkait pengelola 
dan kinerja RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo, membuat 
laporan secara berkala terkait bidang tugasnya dan ; 

d. Memberi nasehat pada pejabat pengelola RSUD Dr. R. 
Sosodoro Djatikoesoemo terkait pengelolaan teknis pelayanan 
dan keuangan. 

(4) Biaya Jasa (remunerasi) Dewan Pengawas ditetapkan besaran 
dan komposisinya  sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

         
 
 
 

Bagian Kesepuluh 
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 

 KELAS D SUMBERREJO 
 

Pasal 214 
 
(1) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Sumberrejo 

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
(2) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Sumberrejo 

mempunyai tugas memimpin Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D 
Sumberrejo dalam pemberian dan pelaksanaan pelayanan 
kesehatan perorangan secara paripurna dan menyediakan 
pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat; 

(3) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Sumberrejo, 
mempunyai fungsi: 
a. Pelaksanaan perumusan kebijakan  teknis  di bidang  

Pelayanan Kesehatan; 
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah di bidang Pelayanan Kesehatan; 
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pelayanan 

Kesehatan; 
d. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati 

sesuai dengan bidang tugasnya. 
 

Pasal 215 
 

(1) Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Sumberrejo terdiri dari : 
a. Direktur; 
b. Sub Bagian Tata Usaha ; 
c. Seksi Pelayanan medis ; 
d. Seksi Asuhan Perawatan ; 
e. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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(2) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan 
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Direktur RSUD Kelas D Sumberrejo. 

 
Pasal 216 

 
(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan 

urusan umum, rekam medik, keuangan, dan program. 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : 
a. Penyelenggaraan kegiatan surat menyurat, rumah tangga dan 

protokol ; 
b. Penyusunan program dan laporan; 
c. Perencanaan, pengkoordinasian, pengevaluasian serta 

pelaporan bidang administrasi perkantoran dan perlengkapan 
sarana prasarana rumah sakit; 

d. Pengkoordinasian kegiatan perpustakaan dan kearsipan rumah 
sakit ; 

e. Pelaksanaan rekam medik dan pengelolaan keuangan rumah 
sakit; 

f. Pengumpulan dan pengolahan serta umpan balik data laporan 
(harian, mingguan, bulanan, triwulan, semester, dan tahunan) ; 

g. Pelaksanaan, pengumpulan, penyajian, dan analisis statistik 
data; 

h. Pengkoordinasian pelaksanaan jasa kebersihan, keamanan 
dan parkir; 

i. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Direktur 
sesuai bidang tugasnya. 

 
Pasal 217 

 
(1) Kepala Seksi Pelayanan Medis mempunyai tugas 

mengkoordinasikan semua kebutuhan pelayanan medis, 
penunjang medis, melakukan pengawasan penggunaan fasilitas 
serta kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Seksi Pelayanan Medis mempunyai fungsi : 

a. Pelaksanaan perencanaan program pelayanan medis; 
b. Pengusulan rencana anggaran pembiayaan program 

pelayanan medis ; 
c. Pelaksanaan pemantauan dan analisis kegiatan pelayanan 

medis ; 
d. Pelaksanaan pengawasan dan penilaian pelayanan pasien 

termasuk pemulangan jenazah ; 
e. Perencanaan dan penganalisaan sumber daya dalam rangka 

peningkatan mutu pelayanan medis rumah sakit ; 
f. Penganalisaan indikator kinerja dan standar pelayanan rumah 

sakit dan implementasinya pada kinerja pelayanan medis ; 
g. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pelayanan medis yang 

melibatkan institusi di luar rumah sakit ;  
h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Direktur 

sesuai dengan bidang tugasnya. 
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Pasal 218 
 

(1) Kepala Seksi Asuhan Perawatan mempunyai tugas melaksanakan 
koordinasi perencanaan, kebutuhan tenaga, perlengkapan dan 
fasilitas, pemantauan dan pengawasan asuhan keperawatan serta 
mutu etika asuhan perawatan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Seksi Asuhan Perawatan mempunyai fungsi: 

a. Perencanaan dan pemastian pelayanan dan mutu asuhan 
perawatan mulai dari pasien masuk hingga keluar serta 
memelihara kesinambungan informasi ; 

b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan mobilisasi tenaga perawat 
sesuai peraturan yang berlaku. 

c. Pengkoordinasian peningkatan kemampuan, perilaku dan mutu 
tenaga perawat, serta bekerja sama dengan unit kerja terkait di 
lingkungan internal rumah sakit ; 

d. Pengkoordinasian penyusunan prosedur tetap Asuhan 
Perawatan ; 

e. Pengkoordinasian kebutuhan dan kegiatan pada instalasi 
promosi kesehatan rumah sakit dan pelayanan administrasi 
terpadu 

f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Direktur 
sesuai dengan bidang tugasnya  

 
Pasal 219 

 
(1) Kelompok Jabatan Fungsional Rumah Sakit Umum Daerah Kelas 

D terdiri dari : 

a. Instalasi-instalasi ; 

b. Komite Medis ; 

c. Staf Medis Fungsional. 

(2) Kelompok Jabatan fungsional dikoordinir oleh pejabat fungsional 
paling senior bertanggung jawab langsung kepada Direktur Rumah 
Sakit Kelas D Sumberrejo. 

(3) Instalasi-Instalasi mempunyai tugas meliputi rawat jalan, rawat 
inap, rawat darurat, bedan sentral, perawatan intensif, radiologi, 
gizi, patologi dan pemeliharaan sarana rumah sakit. 

(4) Komite Medis adalah kelompok tenaga medis yang 
keanggotaannya dipilih dari anggota staf medis fungsional 
mempunyai tugas membantu direktur menyusun standar 
pelayanan dan memantau pelaksanaannya serta melaksanakan 
pembinaan etika profesi, mengatur wewenang profesi anggota staf 
medis fungsional, serta mengembangkan program pelayanan, 
pendidikan dan pelatihan serta penelitian pengembangan. 

(5) Staf Medis Fungsional adalah kelompok dokter yang bekerja di 
instalasi dalam jabatan fungsional mempunyai tugas 
melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat 
penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan 
kesehatan,pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan 
pengembangan. 
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Bagian Kesebelas 
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 

KELAS D PADANGAN 
 

Pasal 220 
 

(1) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Padangan 
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

(2) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Padangan 
mempunyai tugas memimpin Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D 
Padangan dalam pemberian dan pelaksanaan pelayanan 
kesehatan perorangan secara paripurna dan menyediakan 
pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat; 

(3) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Padangan, 
mempunyai fungsi: 
a. Pelaksanaan perumusan kebijakan  teknis  di bidang  

Pelayanan Kesehatan; 
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah di bidang Pelayanan Kesehatan; 
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pelayanan 

Kesehatan;  
d. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati 

sesuai dengan bidang tugasnya. 
 

Pasal 221 
 

(1) Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Padangan terdiri dari : 
a. Direktur; 
b. Sub Bagian Tata Usaha ; 
c. Seksi Pelayanan medis ; 
d. Seksi Asuhan Perawatan ; 
e. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan 
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Direktur RSUD Kelas D Padangan. 

 
Pasal 222 

 
(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan 

urusan umum, rekam medik, keuangan, dan program. 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : 
a. Penyelenggaraan kegiatan surat menyurat, rumah tangga dan 

protokol ; 
b. Penyusunan program dan laporan; 
c. Perencanaan, pengkoordinasian, pengevaluasian serta 

pelaporan bidang administrasi perkantoran dan perlengkapan 
sarana prasarana rumah sakit; 

d. Pengkoordinasian kegiatan perpustakaan dan kearsipan rumah 
sakit ; 

e. Pelaksanaan rekam medik dan pengelolaan keuangan rumah 
sakit; 

f. Pengumpulan dan pengolahan serta umpan balik data laporan 
(harian, mingguan, bulanan, triwulan, semester, dan tahunan) ; 

g. Pelaksanaan, pengumpulan, penyajian, dan analisis statistik 
data; 
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h. Pengkoordinasian pelaksanaan jasa kebersihan, keamanan 
dan parkir; 

i. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Direktur 
sesuai bidang tugasnya. 

 
Pasal 223 

 
(1) Kepala Seksi Pelayanan Medis mempunyai tugas 

mengkoordinasikan semua kebutuhan pelayanan medis, 
penunjang medis, melakukan pengawasan penggunaan fasilitas 
serta kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Seksi Pelayanan Medis mempunyai fungsi : 
a. Pelaksanaan perencanaan program pelayanan medis; 
b. Pengusulan rencana anggaran pembiayaan program pelayanan 

medis ; 
c. Pelaksanaan pemantauan dan analisis kegiatan pelayanan 

medis ; 
d. Pelaksanaan pengawasan dan penilaian pelayanan pasien 

termasuk pemulangan jenazah ; 
e. Perencanaan dan penganalisaan sumber daya dalam rangka 

peningkatan mutu pelayanan medis rumah sakit ; 
f. Penganalisaan indikator kinerja dan standar pelayanan rumah 

sakit dan implementasinya pada kinerja pelayanan medis ; 
g. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pelayanan medis yang 

melibatkan institusi di luar rumah sakit ;  
h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Direktur 

sesuai dengan bidang tugasnya. 
 

Pasal 224 
 

(1) Kepala Seksi Asuhan Perawatan mempunyai tugas melaksanakan 
koordinasi perencanaan, kebutuhan tenaga, perlengkapan dan 
fasilitas, pemantauan dan pengawasan asuhan keperawatan serta 
mutu etika asuhan perawatan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Seksi Asuhan Perawatan mempunyai fungsi: 
a. Perencanaan dan pemastian pelayanan dan mutu asuhan 

perawatan mulai dari pasien masuk hingga keluar serta 
memelihara kesinambungan informasi ; 

b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan mobilisasi tenaga perawat 
sesuai peraturan yang berlaku. 

c. Pengkoordinasian peningkatan kemampuan, perilaku dan mutu 
tenaga perawat, serta bekerja sama dengan unit kerja terkait di 
lingkungan internal rumah sakit ; 

d. Pengkoordinasian penyusunan prosedur tetap Asuhan 
Perawatan ; 

e. Pengkoordinasian kebutuhan dan kegiatan pada instalasi 
promosi kesehatan rumah sakit dan pelayanan administrasi 
terpadu 

f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Direktur 
sesuai dengan bidang tugasnya  

 
Pasal 225 

 
(1) Kelompok Jabatan Fungsional Rumah Sakit Umum Daerah Kelas 

D terdiri dari : 
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a. Instalasi-instalasi ; 
b. Komite Medis ; 
c. Staf Medis Fungsional; 

(2) Kelompok Jabatan fungsional dikoordinir oleh pejabat fungsional 
paling senior bertanggung jawab langsung kepada Direktur Rumah 
Sakit Kelas D Sumberrejo. 

(3) Instalasi-Instalasi mempunyai tugas meliputi rawat jalan, rawat 
inap, rawat darurat, bedan sentral, perawatan intensif, radiologi, 
gizi, patologi dan pemeliharaan sarana rumah sakit. 

(4) Komite Medis adalah kelompok tenaga medis yang 
keanggotaannya dipilih dari anggota staf medis fungsional 
mempunyai tugas membantu direktur menyusun standar 
pelayanan dan memantau pelaksanaannya serta melaksanakan 
pembinaan etika profesi, mengatur wewenang profesi anggota staf 
medis fungsional, serta mengembangkan program pelayanan, 
pendidikan dan pelatihan serta penelitian pengembangan. 

(5) Staf Medis Fungsional adalah kelompok dokter yang bekerja di 
instalasi dalam jabatan fungsional mempunyai tugas 
melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat 
penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan 
kesehatan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan 
pengembangan. 

 
 
 
 

Bagian Kedua belas 
KANTOR KETAHANAN PANGAN 

 
Pasal 226 

 
(1) Kepala Kantor Ketahanan Pangan bertanggungjawab kepada 

Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
(2) Kepala Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas memimpin 

kantor Ketahanan Pangan dalam melaksanakan penyusunan dan 
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Ketahanan Pangan; 

(3) Kepala Kantor Ketahanan Pangan, mempunyai fungsi: 
a. Pelaksanaan Perumusan kebijakan teknis di bidang Ketahanan 

Pangan; 
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah di bidang Ketahanan Pangan; 
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Ketahanan 

Pangan; 
d. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati 

sesuai bidang tugasnya. 
 

Pasal 227 
 

(1) Kantor Ketahanan Pangan terdiri dari : 
a. Kepala Kantor; 
b. Sub Bagian Tata Usaha ; 
c. Seksi Perencanaan, Evaluasi, Ketersediaan dan Kewaspadaan 

Pangan; 
d. Seksi Permodalan, Sarana Produksi, dan Distribusi Pangan; 
e. Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan; 
f. Kelompok Jabatan Fungsional; 
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(2) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan 
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Kantor Ketahanan Pangan. 

 
Pasal 228 

 
(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan 

pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, 
perlengkapan, kerumahtanggaan, hukum, kelembagaan serta 
tugas-tugas hubungan masyarakat dan tugas-tugas lain yang 
diberikan oleh kepala kantor ketahanan pangan. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : 
a. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, surat 

menyurat dan kearsipan serta pengelolaan, perbaikan, dan 
perawatan sarana dan prasarana kantor; 

b. Pelaksanaan urusan kepegawaian dan upaya peningkatan 
kemampuan serta kesejahteraan pegawai; 

c. Pengelolaan tata usaha keuangan, anggaran rutin dan 
anggaran pembangunan, laporan pertanggungjawaban serta 
pembayaran gaji dan pembayaran lainnya; 

d. Pengkoordinasian penyusunan program dan akuntabilitas 
laporan; 

e. Pemeliharaan kebersihan kantor, tugas keprotokolan dan 
perjalanan dinas; 

f. Penganalisaan, perumusan produk hukum dan perundang-
undangan; 

g. Pelaksanaan tugas-tugas hubungan masyarakat; 
h. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif kepada Kepala 

Kantor dan semua unit organisasi di lingkungan Kantor 
Ketahanan Pangan; 

i. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Kantor sesuai bidang tugasnya. 

 
Pasal 229 

 
(1) Kepala Seksi Perencanaan, Evaluasi, Ketersediaan dan 

Kewaspadaan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian 
urusan kantor ketahanan pangan di bidang perencanaan, 
monitoring evaluasi serta pelaporan, ketersediaan dan 
kewaspadaan pangan; 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Kepala Seksi Perencanaan, Evaluasi, Ketersediaan dan 
Kewaspadaan Pangan mempunyai fungsi : 
a. Penyiapan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka 

perencanaan intensifikasi pertanian; 
b. Penyiapan, pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka 

penyusunan rencana kerja serta penyusunan anggaran 
kegiatan kerja; 

c. Penyiapan ev


